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Abstract: 
Imbalances can occur in the region of the national and local scale. 
Inequality region becomes interesting to discuss because inequality of the 
region is one of the initial impact of the development itself and  if not 
immediately addressed, it will be bad for the regions that are left behind. 
Research on the inequality of the region carried on Timor island that has 6 
districts/ cities with different region characteristics in terms of economic, 
demographic and natural resources. 
 Percapita income is high enough not occur in all regions of the 
island of Timor. In addition, the population is not evenly throughout the 
island of Timor, there are still some areas that dominate other regions. High 
GDP figures are dominated only by some of the city / county in the island of 
Timor, while other districts can only generate little revenue areas such as 
Malacca, Belu and Timor Tengah Selatan. These variables becomes the input 
to assess inequality in the region of the island of Timor.  
The results of the subsequent analysis found several factors that 
affect inequality in the region of Timor Island. Followed by Quotients using 
Multidimensional Scaling where this analysis produced a typology of 
inequality are on the island of Timor grouped into 4 types of groups of 
territories which are: Group 1 Very Developed, Group 2 Developed, Group 
3 Quite Developed, and Group 4 Less Developed, group 4 consists of 2 
disctricts of North Central Timor and Belu. 
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Abstrak : 
Ketimpangan pada suatu wilayah bisa saja terjadi dalam skala nasional 
dan juga lokal. Ketimpangan wilayah menjadi menarik untuk dibahas karena 
ketimpangan wilayah merupakan salah satu dampak dari awal pembangunan 
itu sendiri dan apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak buruk bagi 
wilayah-wilayah yang tertinggal.  Penelitian mengenai ketimpangan wilayah 
ini dilakukan di Pulau Timor  yang memiliki 6 kabupaten/kota dengan 
karakteristik wilayah yang berbeda-beda baik dalam segi ekonomi, sosial dan 
fisik. 
Pendapatan perkapita yang cukup tinggi tidak terjadi di seluruh wilayah 
di Pulau Timor. Selain itu, jumlah penduduk tidak merata diseluruh  Pulau 
Timor masih ada beberapa wilayah yang mendominasi wilayah lainnya. 
Angka PDRB yang tinggi hanya didominasi oleh beberapa kota/kabupaten di 
Pulau Timor, sedangkan kabupaten lainnya hanya dapat menghasilkan sedikit 
pendapatan seperti Malaka, Belu dan Timor Tengah Selatan. Ketimpangan 
pada suatu wilayah tidak hanya bisa dilihat dari segi ekonomi, namun juga 
harus dilihat dari aspek lainnya seperti aspek fisik dan sosial.  
Analisis factor untuk mengetahui factor-faktor yang berpengaruh 
terhadap ketimpangan wilayah menggunakan metode analisis Faktor 
Principal Componen Analysis, dan dilanjutkan dengan  analisis Tipologi 
menggunakan metode Multidimensional Scaling dimana dari analisis ini 
dihasilkan berupa Tipologi Ketimpangan yang di Pulau Timor 
dikelompokkan menjadi 4 tipe kelompok wilayah yakni : Kelompok 1 Sangat 
Maju Kelompok 2  Maju, Kelompak 2, Kelompok 3 Cukup Maju, dan 
Kelompok 4 Kurang Maju 
 
Kata kunci: Ketimpangan , Faktor Berpengaruh, Tipologi . 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kesenjangan Wilayah adalah  Kesenjangan yang terjadi tidak hanya 
terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap 
pembangunan antar daerah   didalam wilayah suatu Negara 1. Dalam proses 
perencanaan dan pembangunan ingin mencapai tujuan yakni terwujydnya 
masyarakat yan makmur sejahtera secara adil dan merata. pembangunan yang 
sistematis diperlukan untuk memperkecil kesenjangan. Berdasarkan 
pengalaman empiris, strategi pembangunan yang semata-mata 
mengutamakan pertumbuhan terbukti tidak mampu memecahkan masalah 
justru sebaliknya acapkali mempertajam kesenjangan, keterbelakangan, dan 
ketertinggalan. 
Kesenjangan paling sering terjadi pada sektor ekonomi selain dilihat 
dari distribusi pendapatan masyarakat juga dapat dilihat dari pertumbuhan 
ekonominya. Namun selain dilihat dari sector ekonomi juga dilihat daari 
sektor sosial dan sektor fisik. Sektor sosial dapat dilihat dari Indeks 
Pembangunan Manusia  sedangkan sektor fisik dilihat dari ketersediaan 
sarana prasarana seperti transportasi dan fasilitas. Pembangunan adalah 
proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan vmendasar 
pada struktur sosial, perilaku sosial, pertumbuhan ekonomi dan infrakstruktur 
pada suatu wilayah (Todaro, 1994 :15).  
 Pembangunan ekonomi suatu wilayah pada umumnya didefinisikan 
sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk 
suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang atau dengan kata lain 
pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui 
serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu 
adanya peningkatan pendapatan perkapita secara terus menerus 2. Dengan 
adanya suatu peningkatan ekonomi yang baik maka dapat mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi suatu negara yakni untuk meningkatkan 
                                                          
1 Sirojuzilam, 2005 dalam Aprianoor Pritha dan Muktiali Muhammad, “ Kajian 
Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Barat” Vol.4 No.4, 2015. 
2 Sadono, Sukirno, 1985 :13 dalam Satria Ase “Materi ekonomi :Teori Ekonomi 
Pembangunan Menurut Para Ahli” http://www.materibelajar.id/2015/12/materi-
ekonomi-teori-pembangunan.html, diunduh tanggal 15 Februari 2017. 
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kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan 3. 
Peningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pertumbuhan 
ekonomi yang selalu meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. 
Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan laju Pertumbuhannya atas harga konstan. Tidak adanya 
pemerataan dalam proses pembangunan akan mengakibatkan kesenjangan 
atau ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah dapat 
menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegritas wilayah, dan 
disparitas ekonomi yang semakin tajam4. Kemampuan setiap daerah dalam 
membangun daerahnya masing-masing pasti berbeda, dikarenakan 
dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi sumberdaya yang dimiliki seperti 
sumberdaya manusia dan  sumberdaya alam. Daerah-daerah yang mengalami 
keterbelakangan atau tertinggal mempunyai ketergantungan yang kuat 
dengan daerah luar5. Hal ini mengakibatkan terjadinya disparitas atau 
ketimpangan. Indikator Ketimpangan wilayah yakni tingkat kesejahteraan 
penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi 
dan ketersediaan sarana prasarana. Dari Pendapat Lay ini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa indikator ketimpangan terbagi atas6: 
a. Fisik : Ketersediaan sarana social ekonomi seperti sarana kesehatan, 
pendidikan dan sarana perekonomian. 
b. Ekonomi : Ketidakmampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari 
tingkat esejahteraan keluarga pada masing-masing kabupaten/kota 
c. Sosial : Jumlah Penduduk dan kualitas penduduk berdasarkan tingkat 
pendidikan. 
Pulau Timor terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Timor 
merupakan pulau yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste yang 
juga merupakan  jalur strategis untuk perdagangan Indonesia (terletak antara 
Australia dan Timor Leste), sebagai daerah perbatasan tentunya Pulau Timor 
harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar tidak bergantung 
pada Negara tetangga. Pulau Timor berkembang pada sektor-sektor tertentu 
yang berperan dalam pertumbuhan Pulau ini. Pertumbuhan dan 
perkembangan Pulau Timor dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan 
                                                          
3 Arsyad, 2010 :11 dalam Yasa I Komang Oka Artana dan Arka Sudarsana “ 
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali” Vol.8 No.1, 2015. 
4 Adisasmita,2014 dalam Aprianoor Pritha dan Muktiali Muhammad, “ Kajian 
Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Barat” Vol.4 No.4, 2015. 
5 Ibid 
6 Lay,1993 dalam Raswita Ngakan Putu Mahesa Eka dan Utama Made Suyana, “ 
Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kecamatan Di 
Kabupaten Gianyar” Vol.2 No.3, 2013. 
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seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi-
transportasi dan sebagainya7. Faktor-faktor tersebut akan membawa 
perubahan terhadap bentuk keruangan di Pulau Timor, baik secara fisik 
maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. 
Pulau Timor  terdiri atas 5 (lima)  Kabupaten dan 1(satu) Kota yang 
memiliki karakteristik wilayah, sosial, ekonomi dan sumber daya alam yang 
berbeda serta penyebaran disetiap kabupaten/kota tidaklah merata. 
Ketidakmerataan ini terjadi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan 
perekonomian hanya pada suatu kabupaten/kota yang memiliki sumberdaya 
alam serta melimpah sumberdaya manusianya. Terkonsentrasinya kegiatan 
perekonomian ini pula hanya berdampak kepada kabupaten/kota yang 
jaraknya dekat sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya 
ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. 
Dalam perkembangan antar kabupaten/kota di Pulau Timor  terjadi 
kesenjangan ekonomi, yang dapat dilihat dari Pertumbuhan ekonomi per 
Kabupaten/Kota di Pulau Timor. Terdapat kabupaten/kota yang dari tahun ke 
tahun selalu mengalami peningkatan namun ada pula kabupaten/kota yang 
juga yang dari tahun selalu mengalami peningkatan dan penurunan. Pada 
tahun terakhir (2015) Pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada Kota 
Kupang yang memiliki nilai 8,1% meskipun dalam kurun waktu 5 tahun kota 
Kupang juga mengalami penurunan namun penurunannya tidak terlalu 
signifikan. Setelah kota Kupang kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Kupang dengan nilai tahun terakhir 6,64 % selanjutnya Kabupaten Timor 
Tengah Selatan dengan pertumbuhan 4,48%, Kabupaten Timor Tengah Utara 
4,52% dan Kabupaten Belu 5,49%.  
Selain itu selama  Kurun Waktu lima tahun nilai PDRB atas Dasar Harga 
Konstan masing-masing Kabupaten/kota di Pulau Timor memiliki nilai yang 
bervariasi dan cenderung mengalami peningkatan. PDRB tertinggi dimiliki 
oleh Kota Kupang dengan nilai Rp.13.232.241 sedangkan nilai PDRB 
terendah dimiliki oleh Kabupaten Belu dengan nilai Rp.2.378.689 Perbedaan 
nilai ini terjadi karena adanya pemusatan pembangunan pada Kota Kupang  
saja sehingga menandakan adanya terjadi kesenjangan ekonomi antar 
kabupaten/kota. 
Selain dilihat dari Pertumbuhan ekonomi dan PDRB indikasi lain dari 
adanya kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Pulau Timor 
yakni sosial kependudukan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM). Pada dasarnya IPM merupakan suatu indeks yang mengukur 
pencapaian keseluruhan suatu negara atau regional yang dipresentasikan oleh 
3 dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat (aspek kesehatan), pengetahuan 
(aspek pendidikan) dan kualitas hidup yang layak (aspek ekonomi). Aspek 
                                                          
7 Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
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pendidikan diwakili oleh indeks rata-rata lama sekolah dan harapan lama 
sekolah, aspek kesehatan diwakili oleh angka harapan hidup dan aspek 
ekonomi direpresentasikan oleh kemampuan daya beli. Pada tahun 2015 
indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Pulau Timor berkisar 
59,90% – 77,95%. Kota Kupang memiliki nilai IPM tertinggi sementara nilai 
IPM terendah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Dengan adanya 
perbedaan kondisi daerah atau adanya indikasi terjadinya kesenjangan 
tersebut bisa menghambat proses pembangunan ekonomi di Pulau Timor.  
Tipologi ketimpangan atau kesenjangan yang dilakukan dimaksudkan 
untuk mengklasifikasi Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik umum dan 
khusus yang ditemukan serta yang dimiliki pada setiap Kabupaten/Kota. 
Tipologi yang digunakan menggunakan metode Multi Dimensional Scaling. 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui pola kesenjangan yang terjadi pada 
suatu wilayah. Dari hasil analisis MDS ini nantinya akan diketahui 
kesenjangan antar Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Timor yang memiliki 
persamaan atau perbedaan karakteristik. Dari pengklasifikasian yang telah 
dilakukan kiranya mampu memberikan informasi bahwa ketimpangan atau 
kesenjangan yang terjadi di Pulau Timor terjadi disebabkan oleh factor-faktor 
tertentu. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah biasanya dapat 
disebabkan oleh perbedaan Kondisi Geografis, Sumberdaya Alam serta 
Sumberdaya Manusia yang ada di dalamnya. Secara umum Ketimpangan 
antar Kabuputan/kota memanglah hal yang wajar namun ketimpangan yang 
terjadi memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan serta perkembangan 
wilayah. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kesenjangan dapat berupa 
inefisiensi ekonomi, dapat melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta 
kesenjangan yang tinggi dipandang tidak adil oleh Kabupaten/kota lain 8. 
Dampak lainnya yang dapat ditimbulkan dari kesenjangan yakni kemiskinan 
yang menyebar serta meningkatnya angka pengangguran. Ketimpangan  yang 
terjadi di Pulau Timor berdasarkan data dapat dilihat dari Pertumbuhan 
ekonomi,  PDRB Atas Dasar Harga Konstan serta jumlah penduduk yang 
tidak merata disetiap Kabupaten/kotanya. Hal ini merupakan hambatan 
dalam pembangunan serta pengembangan suatu wilayah.  Berdasarkan uraian 
penelitian tersebut maka masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut  
                                                          
8 Todaro dan Smith, 2006 dalam  Tesis Oimolala Telaumbuana “Pengaruh Disparitas 
Pembangunan Antar Kabupaten Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 
Kepulauan Nias” Univ. Sumatera Utara,2013. 
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Bagaimana kondisi Ketimpangan antar Kabupaten/Kota yang ada di Pulau 
Timor.  
1.3 Tujuan dan Sasaran 
1.3.1 Tujuan 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk Men-Tipologi-kan Ketimpangan antar 
Kabupaten/Kota di Pulau Timor menggunakan Metode MultiDimensional 
Scaling. 
1.3.2 Sasaran 
Dari tujuan diatas terdapat  beberapa sasaran yang ingin dicapai dari 
penelitian ini yakni : 
1. Menganalisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Ketimpangan 
antar Kabupaten/Kota di Pulau Timor berdasarkan aspek fisik, sosial 
dan ekonomi. 
2. Menganalisis Tipologi Ketimpangan berdasarkan faktor antar 
Kabupaten/Kota di Pulau Timor. 
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup terbagi menjadi 2 yakni ruang lingkup lokasi dan ruang 
lingkup materi : 
1.4.1 Lingkup Lokasi 
Lingkup lokasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota 
yang ada di Pulau Timor, yang mana  Pulau Timor merupakan salah satu 
pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pulau Timor terdiri dari lima (5)  
Kabupaten dan satu (1) Kota  dengan luas wilayah 15.850 km².   Peneliti   
mengambil Pulau Timor sebagai  lokasi penelitian karena terjadi konsentrasi 
kegiatan perekonomian hanya pada satu kota dan dampak positifnya hanya 
untuk kabupaten-kabupaten yang memiliki jarak yang dekat. Selain itu Pulau 
Timor merupakan salah satu pulau yang berbatasan dengan Negara Timor 
Leste serta memiliki jalur strategis untuk perdagangan Indonesia (terletak 
antara Australia dan Timor Leste) namun kesenjangan antar Kabupaten/kota 
yang terjadi dapat memberikan dampak negatif seperti menghambat 
pertumbuhan wilayah di Pulau Timor. 
 
1.4.2 Lingkup Materi 
Ruang Lingkup materi penelitian dijabarkan dalam upaya untuk 
mengetahui tipologi ketimpangan yang ada di Pulau Timor dengan awalnya 
yakni mengetahui factor-faktor yang berpengaruhi  hingga mentipologikan 
ketimpangan yang terjadi antar Kabupaten/Kota di Pulau Timor.  
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Dalam ruang lingkup materi permasalahan yang dikaji menyangkut 
ketimpangan atau kesenjangan antar Kabupaten/kota di Pulau Timor ini 
dilihat dari factor-faktor terkait dengan variabel ekonomi, sosial dan Fisik. 
a. Variabel Ekonomi  menyangkut Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) atas dasar harga konstan dan Pendapatan perkapita. Data 
yang digunakan  adalah tahun 2011-2015. 
b. Variabel Sosial yakni sosial kependudukan (data 2011-2015) selain 
itu menyangkut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri 
dari Jumlah Pendapatan atau daya beli masyarakat (konsumtif), 
Indeks Huruf Melek, Indeks rata-rata lama sekolah serta Indeks 
Harapan Hidup.  
c. Variabel Fisik yang terdiri dari Sarana Prasarana ( Sarana 
Transportasi, Jaringan Jalan, Ketersediaan Sarana Pelayanan Umum 
dan Fasilitas Ekonomi). 
1.5 Keluaran dan Manfaat Penelitian  
1.5.1 Keluaran 
 Berdasarkan pemaparan dibab sebelumnya maka keluaran yang 
diinginkan dari penelitian ini  yakni sebagai berikut : 
a. Mengetahui Faktor- faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan  
antar Kabupaten/kota di Pulau Timor dari aspek fisik, sosial dan 
ekonomi. 
b. Mentipologikan Ketimpangan  yang terjadi antar Kabupaten/kota di 
Pulau Timor. 
1.5.2 Manfaat 
Kegiatan penelitian ini secara umum menekankan pada bagaimana 
Tingkat Ketimpangan wilayah yang terjadi serta tipologi Kab/kota di Pulau 
Timor. Secara umum dan khusus, tentunya kegiatan penelitian ini juga 
memberikan kegunaan pada berbagai pihak baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Kegunaan dalam penelitian ini dikelompokan dalam 2 (dua) 
kegunaan yaitu kegunaan praktis dan akademis. 
1. Kegunaan Praktis 
Kegunaan praktis dalam penelitian yaitu memberikan suatu gambaran 
mengenai bagaimana kondisi Tingkat Ketimpangan wilayah yang terjadi 
di pulau Timor, serta kondisi Tipologinya. 
2. Kegunaan Akademis 
Kegunaan akademis mempunyai tujuan utama yaitu memberikan 
pemahaman kepada kalangan akademisi yang selalu melakukan kegiatan-
kegiatan penelitian, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung 
dengan penelitian ini.  Kegunaan akademis yang bisa diambil dari 
penelitian ini yaitu :  
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a. Sebagai bahan acuan dalam mempelajari perencanaan pembangunan 
regional sehingga bisa menjadi bahan pendukung dalam penelitian 
lebih lanjut tentang disparitas  atau kesenjangan pada suatu wilayah. 
b. Dapat menambah wawasan kepada kalangan akademisi tentang 
bagaimana kondisi ketimpangan itu terjadi dan apa saja factor yang 
dapat menyebabkan ketimpangan itu terjadi. 
c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya 
agar mampu membuat strategi dan kebijakan yang tepat di Pulau 
Timor sehingga perbedaan kondisi daerah atau ketimpangan antar 
Kabupaten/Kota di Pulau Timor dapat berkurang. 
1.6 Sistematika Pembahasan  
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) 
bab yakni sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang yang menguraikan 
dasar-dasar pemikiran awal dari penelitian yang dilakukan, pokok 
permasalahan yang dihadapi dan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari 
studi ini juga tentang manfaat penelitiaan yang dilakukan agar dapat bagi 
setiap kalangan baik itu kegunaannya sebagai kegunaan Praktis maupun 
Kegunaan Akademis. Selanjutnya dikemukakan ruang lingkup serta 
sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN  PUSTAKA 
Pada bab ini akan menguraikan teori-teori serta referensi-referensi yang 
menjadi dasar kajian pada penelitian ini. Teori dan referensi yang dimaksud 
adalah teori Pertumbuhan ekonomi, Teori Ketimpangan Wilayah serta Teori 
tentang Tipologi Ketimpangan Wilayah. 
BAB III METODOLOGI 
Pada bab ini menjabarkan mengeai metode-metode apa saja yang 
digunakan untuk membantu proses penelitian yang terdiri dari tahap 
pengumpulan data, Identifikasi dan Tahap analisa. 
BAB IV GAMBARAN UMUM  
    Pada bab ini akan di uraikan tentang gambaran umum wilayah penelitian, 
mulai darai aspek ekonomi, aspek sosal dan aspek fisik. Untuk setiap 
aspeknya dijelaskan berdasarkan data yang didapatkan. Data-data  di 
tampilkan berupa Uraian, Tabel, Peta, Diagram dan Gambar.  
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 
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     Pada bab ini dijelaskan tahapan analisa yang dilakukan hingga 
mendapatkan hasil yang diinginkan. Hasil  analisa yang dibahas berdasarkan 
tujuan serta sasaran di tampilkan secara jelas berupa uraian, tabel dan Peta. 
 
BAB VI PENUTUP    
      Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan Rekomendasi yang dimaksudkan 
untuk memberikan penjelasan secara keseluruhan serta rekomendasi untuk 
selanjutnya. 
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Peta 1.1 Orientasi Wilayah Penelitian 
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Peta 1.2 Administrasi Pulau Timor 
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KERANGKA PIKIR  
 
 
Latar Belakang Masalah : 
 Penyebaran sumber daya alam dan manusia yang tidak merata. 
 Terkonsentrasinya  kegiatan perekonomian hanya pada suatu wilayah. 
 Perbedaan nilai PDRB yang sangat signifikan diantara beberapa kabupaten/kota 
 Terdapat Kabupaten yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang rendah 
Rumusan Masalah : 
Bagaimana kondisi Ketimpangan  antar Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Timor ? 
 
Tujuan  : 
Mentipologikan  Ketimpangan  antar Kabupaten/Kota di Pulau Timor menggunakan Metode 
Multi Dimensional Scaling 
Sasaran 1 
Menganalisis Faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap Ketimpangan  
antar Kabupaten/Kota di Pulai Timor. 
 
Sasaran 2 : 
Menganalisis Tipologi Ketimpangan  
antar Kabupaten/Kota di Pulau Timor. 
 
Analisis Faktor 
 
Multidimensional Scaling 
 
Faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap Ketimpangan 
 
Tipologi Ketimpangan Antar 
Kab/Kota di Pulau Timor 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini akan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai 
landasan yang akan dilakukan disertai dengan sumber penyajian teori 
berdasarakan referensi yang digunakan. Tujuan dari penulisan Kajian 
Pustaka ini sebagai pengarah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 
penelitiaan ini. 
 
2.1  Penelitian Terdahulu 
Sub-bab ini memaparkan tentang beberapa studi yang sudah pernah 
dilakukan dengan beberapa metode serta variable yang berberda. Karena itu, 
tinjauan ini diperlukan yakni sebagai acuan atau juga sebagai referensi dalam 
penelitian ini. 
Alfiana Mauliddiyah (2014) melakukan penelitian yang berjudul 
Analisis Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batu1. 
Tujuan dari penelitian ini yakni untuk analisis seberapa besar kesenjangan 
daerah terjadi di setiap kabupaten, mengidentifikasi penyebab dan upaya 
untuk mengatasi kesenjangan, dengan menggunakan beberapa metode serta 
variable yang hasilnya menunjukkan bahwa disparitas di Kabupaten Junrejo 
yang lebih tinggi dari dua kabupaten lainnya. Berdasarkan pearson korelasi 
acara yang realtionship antara pertumbuhan ekonomidengan disparitas yang 
terjadi di kota Batu. 
Irene Rumigat dalam studinya pada jurnal Pembangunan Ekonomi antar 
Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan bahwa tujuannya 
adalah Mengkaji disparitas pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2007 – 20122. Metode yang digunakan 
yakni Indeks Williamson dengan variable berupa PDRB, Penduduk dan  Laju 
pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa pembangunan 
ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Utara selama periode tahun 
2007 – 2012 terus mengalami ketimpangan, dimana data yang digunakan 
membuktikan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antar kabupaten/kota 
di Sulawesi. Hasil tesebut dapat diketahui secara jelas setelah dianalisis 
dengan indeks Williamson yang menunjukkan bahwa angka ketimpangan 
pembangunan ekonomi masih tergolong pada ketidakmerataan pembangunan 
ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya keragaman potensi dan sumber daya 
                                                          
1 Alfiana Mauliddiyah,  “ Analisis Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi di 
Kota Batu Tahun 2002-2012” Vol. 6, No.2, 2014. 
2 Irene Rumigat “Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Utara” 2013. 
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alam antar kabupaten/kota yang menyebabkan pendapatan perkapita serta 
pertumbuhan ekonomi menjadi berbeda sehingga terjadi ketimpangan 
pembangunan ekonomi. 
Indra Rukmana dalam studinya pada jurnal Pengaruh Disparitas 
pendapatan, jumlah penduduk dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
Jawa Tengah Tahun 1984-20093.  Menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana faktor disparitas pendapatan, jumlah 
penduduk dan inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 
Dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Analisis Regresi semi log 
linear berganda dengan metode kuadrat kecil atau Ordinary Least Square 
(OLS), serta dengan beberapa variable seperti Penduduk, PDRB, Disparitas 
Pendapatan, Inflasi. Dalam penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa 
secara bersama-sama disparitas pendapatan, jumlah penduduk dan inflasi 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 
Berdasarkan hasil uji t-statistik disparitas pendapatan dan jumlah penduduk 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa 
Tengah. Inflasi tidak berpengaruh segnifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
di Jawa Tengah. Saran yang berkaitan dari hasil penelitian ini yaitu 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi regional tanpa memperbesar ketimpangan pendapatan 
dan meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia serta 
menciptakan lapangan pekerjaan. 
Ngakan Putu Mahesa Eka Raswita yang berjudul Analisis Pertumbuhan 
Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kecmatan di Kabupaten 
Gianyar4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dan stuktur 
pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan yang terjadi di 
Kabupaten Gianyar. Dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis 
Tipologi Indeks Williamson Regresion Curve Estimation serta berfokus pada 
beberapa variable yakni PDRB Pertumbuhan Ekonomi Penduduk. Hasil 
analisis Tipologi Klassen, Kabupaten Gianyar diklasifikasikan menjadi 
empat: daerah maju dancepat tumbuh, daerah berkembang cepat tetapi tidak 
maju, daerah maju tetapi tertekan,dan daerah yang relatif tertinggal. 
Berdasarkan Indeks Williamson ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten 
Gianyar secara umum meningkat dari periode 1993 sampai dengan 2009. 
Meskipun meningkat ketimpangannya masih relatif rendah rata – rata 
nilainya sebesar 0,300 (masih dibawah 0,5). Hipotesis Kuznets yang 
                                                          
3 Indra Rukmana, “Pengaruh Disparitas pendapatan, jumlah penduduk dan Inflasi 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 1984-2009”, Vol.1, No.1, 
2012. 
4 Raswita Ngakan Putu Mahesa Eka dan Utama Made Suyana, “ Analisis 
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kecamatan Di Kabupaten 
Gianyar” Vol.2 No.3, 2013. 
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menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan 
yang berbentuk U terbalik berlaku di Kabupaten Gianyar Pemerintah daerah 
dalam melaksanakan pembangunan disarankan agar memprioritaskan daerah 
yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju, 
memperhatikan aspek pemerataan dengan pemerataan hasil – hasil 
pembangunan. 
Penelitian lain Pritha Aprianoor tentang Kajian Ketimpangan Wilayah 
di Provinsi Jawa Barat5, dengan tujuan penelitian untuk mengkaji 
ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat. Pada penelitian ini peneliti 
mengkaji beberapa metode yang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan 
hasil yang dinginkan yakni Analsis Deskriptif Analisis Indeks Williamson 
Analisi Kluster dengan variable Ketersediaan Sarana& Prasarana 
Kependudukan PDRB. Setelah dianalisis menggunakan Indeks Williamson, 
didapatkan bahwa ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Barat berada pada 
level ketimpangan tinggi dengan angka 0,6 pada tahun 2013. Selain itu, 
kondisi ketimpangan wilayah dilihat berdasarkan 9 kelompok indikator yaitu 
kelompok kesejahteraan dan tingkat pendidikan penduduk, kelompok jumlah 
penduduk, tenaga medis serta sarana pendidikan dan kelompok komposisi 
penduduk dan sarana kesehatan, kelompok ketenagakerjaan, kelompok 
produktifitas ekonomi, kelompok performa ekonomi dan investasi, 
kelompok tataguna lahan dan panjang jalan aspal, kelompok kondisi jalan 
dan suhu, serta kelompok curah hujan. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut 
kemudian dibentuk tipologi wilayah Provinsi Jawa Barat yang terbagi 
kedalam 7 tipe, yaitu: tipe low-1,tipe low-2,tipe low-3,tipe medium-1, tipe 
medium-2, tipe high-1 dan tipe high-2. 
Dari tinjauan beberapa jurnal ini, dapat disimpulkan beberapa hal yakni 
Ketimpangan atau kesenjangan dalam perekonomian suatu wilayah dapat 
dilihat daro PDRB serta pendapatan perkapita setiap tahun. Selain itu hasil 
dari setiap jurnal ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam 
pembangunan  serta pengembangan perekonomian suatu wilayah.
                                                          
5 Aprianoor Pritha dan Muktiali Muhammad, “ Kajian Ketimpangan Wilayah di 
provinsi Jawa Barat” Vol.4 No.4, 2015. 
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Tabel 2.1 Kompilasi Penelitian Terdahulu 
No Penulis dan Judul Tujuan Metode Variabel Hasil 
1 Alfiana 
Mauliddiyah (2014) 
“Analisis Disparitas 
Regional dan 
Pertumbuhan 
Ekonomi Kota 
Batu” 
Menganalisis 
seberapa besar 
kesenjangan daerah 
terjadi di setiap 
kabupaten, 
mengidentifikasi 
penyebab dan upaya 
untuk mengatasi 
kesenjangan 
Shift-Share 
Analisis 
Deskriptif 
Indeks 
Williamson 
Indeks Theil 
PDRB 
Penduduk 
Sektor Pertanian 
Industri dan 
Pengolahan 
Jasa 
Disparitas di Kabupaten Junrejo yang 
lebih tinggi dari dua kabupaten 
lainnya.Berdasarkan pearson korelasi 
acara yang realtionship antara 
pertumbuhan ekonomi dengan 
disparitas yang terjadi di kota Batu. 
2 Irene Rumigat 
“Disparitas 
Pembangunan 
Ekonomi antar 
Kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi 
Utara” 
Mengkaji disparitas 
pembangunan 
ekonomi antar 
kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi 
Utara periode tahun 
2007 – 2012 
Indeks 
Williamson 
PDRB 
Penduduk 
Laju Pertumbuhan 
Eonomi 
 
Pembangunan ekonomi kabupaten/ 
kota di Provinsi Sulawesi Utara selama 
periode tahun 2007 – 2012 terus 
mengalami ketimpangan, dimana data 
yang digunakan membuktikan bahwa 
adanya perbedaan yang signifikan antar 
kabupaten/kota di Sulawesi Utara.  
3 Indra Rukmana 
“Pengaruh 
Disparitas 
pendapatan, jumlah 
penduduk dan 
Inflasi terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi di Jawa 
Tengah Tahun 
1984-2009” 
Mngetahui 
bagaimana faktor 
disparitas 
pendapatan, jumlah 
penduduk dan 
inflasi 
mempengaruhi 
pertumbuhan 
ekonomi di Jawa 
Tengah. 
Analisis 
Deskriptif 
Analisis Regresi 
semi log linear 
berganda dengan 
metode kuadrat 
kecil atau 
Ordinary Least 
Square (OLS) 
Penduduk 
PDRB 
Disparitas 
Pendapatan 
Inflasi 
Secara bersama-sama disparitas penda-
patan, jumlah penduduk dan inflasi 
berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.  
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No Penulis dan Judul Tujuan Metode Variabel Hasil 
4 Ngakan Putu 
Mahesa Eka 
Raswita 
“Analisis 
Pertumbuhan 
Ekonomi dan 
Ketimpangan 
Pendapatan antar 
Kecamatan di 
Kabupaten Gianyar” 
Mengetahui pola 
dan stuktur 
pertumbuhan 
ekonomi 
serta ketimpangan 
pendapatan yang 
terjadi di Kabupaten 
Gianyar. 
Analisis Tipologi 
Indeks 
Williamson 
Regresion Curve 
Estimation. 
PDRB 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Penduduk 
Hasil analisis Tipologi Klassen, 
Kabupaten Gianyar diklasifikasikan 
menjadi empat: daerah maju dan 
cepat tumbuh, daerah berkembang 
cepat tetapi tidak maju, daerah maju 
tetapi tertekan,dan daerah yang relatif 
tertinggal. Berdasarkan Indeks 
Williamson ketimpangan antar 
kecamatan di Kabupaten Gianyar 
secara umum meningkat dari periode 
1993 sampai dengan 2009.  
5 Pritha Aprianoor 
“Kajian 
Ketimpangan 
Wilayah di Provinsi 
Jawa Barat” 
Mengkaji 
ketimpangan 
wilayah di Provinsi 
Jawa Barat, 
Analsis 
Deskriptif 
Analisis Indeks 
Williamson 
Analisi Kluster 
Ketersediaan 
Sarana& Prasarana 
Kependudukan 
PDRB 
Didapatkan bahwa ketimpangan 
wilayah Provinsi Jawa Barat berada 
pada level ketimpangan tinggi dengan 
angka 0,6 pada tahun 2013. Selain itu, 
kondisi ketimpangan wilayah dilihat 
berdasarkan 9 kelompok indikator 
Berdasarkan indikator tersebut 
kemudian dibentuk tipologi wilayah 
Provinsi Jawa Barat yang terbagi 
kedalam 7 tipe, yaitu: tipe low-1, tipe 
low-2, tipe low-3, tipe medium-1, tipe 
medium-2, tipe high-1 dan tipe high-2. 
Sumber: Kompilasi Peneliti
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2.2 Teori dan Definisi ilmiah  
2.2.1 Pembangunan Wilayah  
Secara umum teori pembangunan berkaitan erat dengan strategi 
pembangunan, yaitu adanya perubahan struktur ekonomi dan sosial yang 
diupayakan untuk menemukan solusi yang baik bagi persoalan yang sedang 
dihadapi. Berbagai pendekatan terkait dengan tema-tema pembangunan satu 
diantaranya adalah mengenai isu pembangunan wilayah. Pembangunan 
wilayah merupakan landasan penting bagi peingkatan daya saing. 
Peningkatan daya saing suatu wilayah ditandai dengan peningkatan 
produktivitas dan efisiensi industri, kualitas hidup masyarakat yang baik, 
iklim investasi dan adanya kapasitas untuk berkompetisi. Pembangunan 
wilayah pada dasarnya berkeinginan untuk memberikan perlindungan sosial 
dan ekonomi bagi keadaan-keadaan sebagai akibat dari kemiskinan dan 
ketimpangan serta sumber daya alam yang mengalami tekanan 6.  
Terdapat tiga tahapan dalam pembangunan wilayah diantaranya 
perkembangan industry, efisiensi industry dan keunggulan wilayah 7. Dalam 
tahapan yang pertama, perkembangan industry suatu wilayah dipicu oleh 
kegiatan ekspor. Kedua, efisiensi industry melaksanakan konsolidasi untuk 
mengefisiensikan system produksi dan memperbaiki skala ekonomi. Ketiga, 
keunggulan wilayah ditandai dengan adanya kekuatan internal yang 
menghasilkan nilai tambah yang signifikan dalam pasar global. 
2.2.2 Tipologi 
Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengambil suatu kebijakan 
pada kegiatan perencanaan adalah dengan cara tipologi. Pada dasarnya 
tipologi merupakan bentuk sebuah tempat atau ruang yang tidak selalu sudah 
jelas karena bisa jadi adanya campuran antara sifat yang statis dan sifat yang 
dinamis. Karakter ruang  yang bersifat statis di dalam kota hanya dianggap 
sebagai tempat estetik perkotaan dan ruang dinamis yang disebut jalan 
sekaligus adalah elemen perkotaan8. Dalam arsitektur perkotaan tipologi 
merupakan klasifikasi berdasarkan karakter umum yang ditemukan serta 
yang dimiliki pada suatu wilayah. Dengan kata lain tipologi dapat membantu 
untuk melihat tipe-tipe wilayah berdasarkan indikator utama. Sebagai 
contoh, suati wilayah dapat dibagi kedalam tipe-tipe berdasarkan sumber 
daya alam misalnya kepadatan penduduk, atau daya dukung lahan. 
                                                          
6 Nugroho dan Dahuri, 2012” Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan 
Lingkungan”, hal.3. 
7 Nugroho dan Dahuri, 2012” Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan 
Lingkungan”, hal.13 
8 http://amarmarufzarkawi.blogspot.co.id/2012/12/arsitektur-kota.html, diunduh 
tanggal 28 Maret 2017. 
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Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tipologi itu sendiri berarti 
proses, cara perbuatan menggolog-golongkan menurut ciri khas tertentu. 
2.2.3 Pembangunan Ekonomi 
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pemerintah daerah 
dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan 
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor 
swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 
perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah 
tersebut 9. Sementara itu dalam kerangka yang lebih empiris, dua teori besar 
yang mewarnai pelaksanaan pembangunan di banyak negara berkembang 
pasca perang dunia II adalah teori Rostow mengenai tahap-tahap 
pertumbuhan (stages of growth) dan teori Harrod-Domar tentang 
pertumbuhan ekonomi. Rostow yang mengajukan lima tahap petumbuhan 
dalam pembangunan ekonominya, memandang bahwa tingkatan kritis bagi 
negara berkembang adalah tahap tinggal landas, dimana masyarakat suatu 
negara berkembang akan mengalami transformasi menuju masyarakat yang 
maju. Selanjutnya Rostow berpendapat bahwa salah satu prinsip yang perlu 
dilaksanakan dalam tahapan ini adalah mobilisasi tabungan domestik dan luar 
negeri agar dapat menghasilkan investasi yang cukup bagi peningkatan 
pertumbuhan ekonomi10. 
Uraian Rostow mengenai investasi, kemudian dijelaskan lebih dalam oleh 
teori Harrod-Domar mengenai pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar 
menyatakan bahwa agar tumbuh suatu perekonomian harus memiliki 
tabungan dan investasi dalam proporsi tertentu terhadap Produk Domestik 
Bruto (PDB). Semakin banyak tabungan dan investasinya, semakin cepat 
perekonomian tersebut tumbuh. Lebih jauh Harrod-Domar juga menekankan 
pentingnya proses transformasi structural yang alami dalam suatu 
pembangunan ekonomi. Dalam ekonomi, proses tersebut harus dimulai 
dengan menciptakan lapangan pekerjaan (employment). Penciptaan lapangan 
pekerjan harus berdampak positif pada peningkatan pendapatan (income 
generation), yang pada gilirannya selain untuk dikonsumsi juga dialokasikan 
untuk tabungan (saving mobilization). Tabungan tersebut pada saatnya dapat 
bermanfaat bagi usaha untuk peningkatan modal (capital accumulation), 
yang akan berguna bagi proses produksi yang dilakukan. Langkah terakhir 
inilah yang pada akhirnya dipandang akan menciptakan perubahan pada pola 
                                                          
9 Arsyad, 2005 : 108 dalam  Tesis Rezeki Rina” Disparitas Sub Wilayah(Kasus 
Perkembangan Antar KecamatanDi Kabupaten Tanah Datar)” Universitas Diponegoro 
Semarang, 2007. 
10 Todaro, 1994:70, dalam  Tesis Rezeki Rina” Disparitas Sub Wilayah(Kasus 
Perkembangan Antar KecamatanDi Kabupaten Tanah Datar)” Universitas Diponegoro 
Semarang, 2007. 
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produksi (technical change), yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf 
hidup pelaku ekonomi yang bersangkutan.  
Pembangunan khususnya dibidang ekonomi ditempatkan dalam urutan 
pertama dari seluruh aktivitas pembangunan. Dalam rangka pembangunan 
ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha pemerataan kembali hasil-hasil 
pembangunan yang merata keseluruh daerah, maupun berupa peningkatan 
pendapatan masyarakat. Secara bertahap diusahakan untuk mengurangi 
ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan keterbelakangan 11. Tujuan dari 
pembangunan ekonomi suatu negara yakni untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari 
meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan 12. 
Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan 
perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditujukan dengan 
menggunakan tingkat pertambahan PDB(Produk Domestik Bruto) untuk 
tingkat Nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah atau Regional. Tingkat 
PDRB ini juga ditentukan oleh lajunya pertumbuhan penduduk lebih dari 
PDRB, maka ini mengalami perubahan  terhadap pendapatan perkapita , oleh 
sebab itu pertambahan PDRB memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi 
masyarakat karena terdapat kemungkinan timbulnya keadaan tersebut maka 
pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi harus 
dibedakan 13.  
2.2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk menngkatkan 
kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan 
distribusi pendapatan yang lebih merata. Mengingat pertumbuhan ekonomi 
merupakan salah satu unsur pentingdalam proses pembangunan daerah 
disamping aspek pemerataan dan stabilitas14. Peningkatan dan pertumbuhan 
ekonomi daerah akan membawa pengaruh terhadap peningkatan 
kesejahteraan rakyat daerah. Salah latu alat untuk mengukur laju 
pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik 
Regional Bruto. 
                                                          
11 Sirojuzilam, 2008 dalam Khairunisa Astari dan Paidi Hidayat “ Analsis Dispartitas 
Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kota Medan”, Vol.3 No.7 
12 Arsyad, 2010 :11 dalam Yasa I Komang Oka Artana dan Arka Sudarsana “ Pengaruh 
Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali” Vol.8 No.1, 2015. 
13 Sirojuzilam, 2008 dalam Khairunisa Astari dan Paidi Hidayat “ Analsis Dispartitas 
Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kota Medan”, Vol.3 No.7 
14 Sjafrizal, 2014 “Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi” ”. 
Rajawali Pers, Hal.156. 
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Pertumbuhan ekonomi biasanya merupakan  peningkatan produksi rill 
(tidak termasuk dalam kenaikan harga), baik berupa barang maupun jasa, 
dalam suatu periode tertentu. Maka dari itu, dalam pengukuran tingkat 
pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan cara menghitung peningkatan 
nilai PDRB pada tahun tertentu ketahun berikutnya. Untuk menghindarkan 
kenaikan harga dalam perhitungan, maka data yang digunakan sebaiknya 
adalah PDRB degan harga konstan dan bukan dengan harga berlaku 15. 
Menurut Adam Smith (ahli ekonomi klasik), ada dua aspek utama 
pertumbuhan ekonomi yaitu (1) pertumbuhan output (GDP) total dan (2) 
pertumbuhan penduduk. Kedua aspek tersebut berkaitan satu sama lainnya. 
Berkaitan dengan pertumbuhan output total, Smith melihat sistem produksi 
suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu sumber daya alam yang 
tersedia, sumber daya manusiawi (jumlah penduduk) dan stok barang kapital 
yang ada . Sumber- sumber alam yang tersedia merupakan wadah yang paling 
mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. 
 Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan kekayaan 
suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah 
satu tujuan utama dari pembangunan suatu negara atau wilayah. Tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara atau wilayah yang satu 
dengan lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentu saja disebabkan oleh 
beberapa factor yang menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Studi 
mengenai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dengan demikian menjadi 
penting untuk memahami mengapa suatu wilayah tumbuh lebih cepat 
dibandingkan dengan wilayah lainnya.  
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan 
pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang 
merata. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) dan laju Pertumbuhannya atas harga konstan. Tidak adanya 
pemerataan dalam proses pembangunan akan mengakibatkan kesenjangan 
atau ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah dapat 
menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegritas wilayah, dan 
disparitas ekonomi yang semakin tajam.16 
2.2.3.2 Sosial –Kependudukan   
Peranan penduduk dalam suatu perekonomian sangat nyata, sesuai 
dengan asumsi klasik bahwa jumlah penduduk dalam suatu  mampu 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Karena jumlah 
penduduk yang besar merupakan gambaran pasar yang luas dan jaminan 
tersedianya input factor produksi. Tersedianya pasar yang luas serta input 
produksi yang banyak merupakan pendorong bagi keberlangsungan produksi. 
                                                          
15 Ibid 
16 Adisasmita,2014 dalam Aprianoor Pritha dan Muktiali Muhammad, “ Kajian 
Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Barat” Vol.4 No.4, 2015. 
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Namun jumlah penduduk yang besar juga merupakan hambatan bagi 
pertumbuhan ekonomi apabila tidak terjadi adanya akumulasi capital17 . 
Pertambahan penduduk bukanlah merupakan salah satu masalah, 
melainkan sebaliknya justru merupakan unsur penting yang mengacu 
pembangunan ekonomi. Populasi yang lebih banyak adalah potensial yang 
menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang 
kemudian akan menggerakan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga 
menciptakan skala ekonomi produk yang menguntungkan semua pihak, 
menurunkan biaya-biaya produksi, dan menciptakan sumber pasokan atau 
penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada 
gilirannya merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi 
lagi. 
Masalah besar dari kependudukan adalah kepadatan penduduk, dan selalu 
menjadi problema tersendiri bagi suatu wilayah karena akan memunculkan 
masalah lain seperti: permukiman, penyediaan lapangan pekerjaan, sarana 
dan prasarana, dan masalah sosial lainnya. Berbagai studi empiris yang telah 
dilakukan oleh Amstrong dan Taylor, membuktikan bahwa kepadatan 
penduduk dapat memberikan efek positif ataupun negative terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Jika sebagian besar penduduk (seperti: penduduk usia 
lanjut, anak-anak, dan para penganggur) tidak ikut berpartisipasi terhadap 
aktifitas ekonomi regional maka pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. 
Menurut keduanya ketimpangan penduduk terjadi karena jumlah penduduk 
yang sangat tinggi tidak sebanding dengan Indeks Pembangunan Manusia 
ataupun dengan yang lainnya. Sumber daya manusia merupakan salah satu 
faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama 
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam, dan kapasitas 
produksi yang terpasang, dalam masyarakat yang bersangkutan18. 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index 
(HDI) muncul sebagai kritikan dan sekaligus perbaikan terhadap penggunaan 
angka pendapatan per kapita sebagai ukuran kemakmuran masyarakat yang 
hanya terfokus pada aspek ekonomi saja19. IPM adalah indicator yang 
digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting  yang berkaitan dengan 
manusia.  IPM didasarkan pada indeks komposisi yang terdiri tiga indikator 
yakni : (a) kesehatan yang diukur dengan Umur Harapan Hidup, (b) 
pendidikan yang diukur dengan presntase angka melek, (c) Daya beli yang 
diukur dengan pengeluaran perkapita masyarakat. Tiga unsur ini sangat 
                                                          
17 Sirojuzilam, 2008 “ Disparitas Ekonomi Regional dan Perencanaan wilayah”, 
Universitas Sumatera Utara, Medan. 
18 Abipraja dalam Khairunnisa, “Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi antar 
Kecamatan di Kota Medan”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 3 No. 7. 
19 Sjafrizal, 2014 “Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi”. Rajawali 
Pers, Hal.166. 
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penting dalam menentukan tingkat  kemampuan suatu wilayah untuk 
meningkatkan IPM-nya. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling 
mempengaruhi satu dengan yang lainnya.  Selain itu juga dipengaruhi oleh 
factor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang pada gilirannya 
ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan 
pemerintah. 
IPM berpengaruh negative terhadap ketimpangan. Becker mengkaji lebih 
daam megenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan 
ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang 
diperoleh, makaa produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula20. Hal 
tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa pendidikan memiliki 
pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas  
pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk 
ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki 
pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka 
pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang. Dengan adanya 
pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan 
berpengaruh negative tehadap ketimpangan pendapatan. 
Jadi, dapat disimpulkan Indeks Pembangunan Manusia mempunyai 
kaitan erat dengan kesenjangan wilayah. Semakin tinggi angka rata-rata 
Indeks Pembangunan Manusia suatu wilayah, semakin kecil kesenjangan 
yang terjadi.  
2.2.3.3 Produk Domestik Regional Bruto  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan data 
dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi pada suatu daerah. Salah satu 
indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada 
periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas 
dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya 
merupakan nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit 
ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai 
tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang 
berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang 
berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar.21 
Perkembangan PDRB ADHB dari tahun ke tahun menggambarkan 
perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume 
                                                          
20 Tarmidzi,2012 dalam Bachtiar “ Tipologi Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur 
Berdasarkan Aspek Fisik, Sosial dan Ekonomi”, Institut Teknologi Nasional Malang, 
2015. 
21 Sjafrizal, 2014 “Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi” ”. 
Rajawali Pers, Hal.183 
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produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat 
harganya dan menunjukkan pendapatan yang dapat dinikmati oleh penduduk 
suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 
dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. 
PDRB ADHB ini digunakan untuk melihat struktur ekonomi pada suatu 
tahun. Oleh karenanya untuk dapat mengukur perubahan volume produksi 
atau perkembangan produktivitas secara nyata, faktor pengaruh atas 
perubahan harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB ADHK. 
Penghitungan atas dasar harga konstan ini berguna antara lain dalam 
perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi 
secara keseluruhan maupun sektoral. PDRB menurut lapangan usaha atas 
dasar harga konstan apabila dikaitkan dengan data mengenai tenaga kerja dan 
barang modal yang dipakai dalam proses produksi, dapat memberikan 
gambaran tentang tingkat produktivitas dan kapasitas produksi dari masing-
masing lapangan usaha tersebut  Sektor-sektor perekonomian berdasarkan 
lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu:  
a. Pertanian.  
b. Pertambangan dan Penggalian. 
c. Industri Pengolahan.  
d. Listrik, Gas dan Air Bersih.  
e. Bangunan/Konstruksi.   
f. Perdagangan, Hotel dan Restoran.  
g. Pengangkutan dan Komunikasi.  
h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.  
i. Jasa-jasa. 
Analisis dan perencanaan pembangunan yang menyangkut dengan 
perekonomian daerah, seperti struktur ekonomi daerah, pertumbuhan 
ekonomi dan tingkat kemakmuran suatu daerah pada umumnya selalu 
menggunakan PDRB sebagai data dan informasi dasar. 22 
2.2.3.4 Pendapatan perkapita 
Pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat yang terus mengalami 
peningkatan dalam jangka panjang salah satu penyebabnya yaitu pengaruh 
dari meningkatnya pembangunan ekonomi dalam daerah tersebut. 
Pembangunan ekonomi pada suatu daerah bukan hanya semata-mata 
bertujuan dalam hal menciptakan modernisasi masyarakat, tetapi yang lebih 
penting lagi yakni untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik kepada 
seluruh masyarakat tersebut. Berarti secara adil selalu diinginkan agar usaha-
usaha dalam pembangunan akan dapat dikecap oleh seluruh masyarakat 
secara merata. Tujuan ini tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi 
                                                          
22 Sjafrizal, 2014 “Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi” ”. 
Rajawali Pers, Hal.182 
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mengakibatkan distribusi pendapatan masyarakat menjadi semakin 
memburuk keadaannya.  
Kenaikan pendapatan per kapita dapat tidak menaikkan standar hidup riil 
masyarakat apabila pendapatan per kapita meningkat akan tetapi konsumsi 
per kapita turun. Hal ini disebabkan kenaikan pendapatan tersebut hanya 
dinikmati oleh beberapa orang kaya saja  dan tidak oleh banyak orang miskin. 
Di samping itu, rakyat mungkin meningkatkan tingkat tabungan mereka atau 
bahkan pemerintah sendiri  yang menghabiskan pendapatan  itu untuk 
keperluan militer atau keperluan lain. 
Indikator ekonomi yang juga sangat penting  dalam proses pembangunan 
daerah adalah menyangkut dengan tingkat kemakmuran ekonomi 
daerah.Pengukuran tingkat kemakmuran ekonomi daerah yang lazim 
digunakan yakni dalam bentuk nilai pendapatan  perkapita23. Nilai ini dengan 
mudah dapat diketahui dengan jalan membagi nilai PDRB dengan jumlah 
Penduduk daerah yang bersangkutan pada waktu (tahun) tertentu. 
2.3 Ketimpangan Wilayah 
Disparitas atau kesenjangan wilayah yakni kesenjangan yang terjadi tidak 
hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi 
terhadap pembangunan antar daerah didalam wilayah suatu negara24. Tidak 
adanya pemerataan  dalam proses pembangunan akan mengakibatkan 
kesenjangan atau ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah akan 
menimbulkan kecemburuaan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan 
disparitas ekonomi yang semakin tajam, daerah-daerah yang mengalami 
keterbelakangan atau tertinggal mempunyai ketergantungan yang kuat 
dengan daerah luar25. Ketimpangan wilayah adalah perbedaan atau 
ketidaksamaan karakteristik fenomena atau kondisi lokasi dan terjadi 
minimal  antara dua entitas dari struktur wilayah26. Selain itu Akses untuk 
mencapai pusat pelayanan sulit,mengakibatkan wilayah belakang 
(Hinterland) menjadi terbelakang karena tidak ditunjang dengan jumlah 
fasilitas yang memadai27. 
                                                          
23 Sjafrizal, 2014 “Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi” ”. 
Rajawali Pers, Hal. 192 
24 Sirojuzilam, 2005 dalam Aprianoor Pritha dan Muktiali Muhammad, “ Kajian 
Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Barat” Vol.4 No.4, 2015. 
25 Sirojuzilam, 2005 dalam Aprianoor Pritha dan Muktiali Muhammad, “ Kajian 
Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Barat” Vol.4 No.4, 2015. 
26 Kutscherauer, dkk (2010) dalam Aprianoor Pritha dan Muktiali Muhammad, “ 
Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat” Vol.4 No.4, 2015. 
27 Christaller dalam Raswita Ngakan Putu Mahesa Eka dan Utama Made Suyana, ““ 
Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kecamatan Di 
Kabupaten Gianyar” Vol.2 No.3, 2013 
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Indikator ketidakmerataan wilayah adalah tingkat kesejahteraan 
penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi 
dan ketersediaan sarana prasarana28. Jadi berdasarkan pernyataan diatas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa indicator ketidakmerataan terbagi atas : 
1. Fisik : ketersediaan sarana sosial ekonomi, seperti sarana 
kesehatan, pendidikan dan sarana perekonomian 
2. Ekonomi sosial : kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari 
tingkat kesejahteraan pada masing-masing kabupaten. 
3. Sosial : Jumlah penduduk dan kualitas penduduk berdasarkan 
pendidikan. 
Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan 
antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. 
Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrument untuk mengurangi 
ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan di masa 
mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat 
pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi 
kesenjangan/ketimpangan regional Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-
sumber, berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja, dan sumber 
daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju 
pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas 
dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan 
terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah.  
2.3.1  Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan  
Beberapa factor utama penyebab terjadinya kesenjangan antar wilayah 
yakni sebagai berikut29: 
a. Konsentrasi  kegiatan ekonomi wilayah,  
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu 
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan 
pembangunan antarwilayah. Ekonomi dari wilayah dengan 
konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat 
Sedangkan wilayah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah 
akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. 
b. Alokasi Investasi,  
Indikator lain yang juga menunjukan pola serupa adalah distribusi 
investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri maupun 
                                                          
28 Lay,1993 dalam Raswita Ngakan Putu Mahesa Eka dan Utama Made Suyana, “ 
Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kecamatan Di 
Kabupaten Gianyar” Vol.2 No.3, 2013. 
29 Tambunan, 2001 dalam Raswita Ngakan Putu Mahesa Eka dan Utama Made Suyana, 
“ Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kecamatan Di 
Kabupaten Gianyar” Vol.2 No.3, 2013 
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ari dalam negeri. Berdasarkan teori pertumbuhan Harrod-Domar 
yang menerangkan adanya 62 korelasi positif antara tingkat 
investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa 
kurangnya investasi disuatu wilayah membuat pertumbuhan 
ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita diwilayah 
tersebut rendah, karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang 
produktif seperti industry manufaktur. 
c. Tingkat mobilitas factor produksi yang rendah antarwilayah, 
Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, juga merupakan faktor 
penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Relasi antar 
mobilitas factor produksi dan perbedaan tingkat pembangunan atau 
pertumbuhan antar provinsi dapat lebih jelas dipahami dengan 
pendekatan analisis mekanisme pasar output dan pasar input. Dasar 
teorinya adalah sebagai berikut. Perbedaan laju pertumbuhan 
ekonomi antarwilayah membuat terjadinya perbedaan tingkat 
pendapatan per kapita antarwilayah, dengan asumsi bahwa 
mekanisme pasar output dan input bebas (tanpa distorsi yang 
direkayasa, misalnya sebagai akibat dari suatu kebijakan 
pemerintah), mempengaruhi mobilitas atau alokasi factor produksi 
antarwilayah. Sesuai teori penawaran yang tak terbatas dari A. 
Lewis, jika perpindahan faktor produksi antarwilayah tidak ada 
hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang 
optimal antarwilayah akan tercapai dan semua wilayah akan lebih 
baik (dalam pengertian optimal Pareto:semua daerah menjadi lebih 
baik daripada sebelum terjadi perpindahan tersebut). 
d.  Perbedaan SDA antar Wilayah 
Dasar pemikiran klasik sering mengatakan bahwa pembangunan 
ekonomi di daerah yang kaya SDA akan lebi maju dan 
masyarakatnya lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin 
SDA, sehingga sumberdaya alam merupakan modal utama. Dan 
untuk maksud ini diperlukan faktor-faktor lain diantaranya sangat 
penting SDM dan teknologi. 
e. Perbedaan Demografis antarwilayah 
Ketimpangan ekonomi regional disebabkan oleh perbedaan kondisi 
geografis antarwilayah. Terutama dalam hal jumlah dan 
pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, 
kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja. Faktor-faktor ini 
mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
lewat sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi permintaan jumlah 
penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan 
pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan-
kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah populasi yang besar 
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dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin yang tinggi 
merupakan aset penting bagi produksi. 
f.  Pola Perdagangan antardaerah. 
Kurang lancarnya perdagangan antardaerah juga merupakan unsur 
yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi wilayah. 
Ketidaklancaran tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan 
transportasi dan komunikasi. 
Williamson menyatakan bahwa antarwilayah akan cenderung semakin 
membesar khususnya pada tahapan awal terjadinya suatu proses 
pembangunan. Lebih jauh dikatakannya bahwa secara umum beberapa faktor 
yang diduga sebagai penyebab terjadinya peningkatan disparitas 
antarwilayah tersebut 30.  
1. Migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki 
keahlian (terdidik) dari daerah-daerah kurang berkembang ke 
daerah-daerah yang telah berkembang, karena disana mereka dapat 
memproleh upah/gaji yang lebih besar. 
2. Investasi cenderung dilakukan di daerah yang telah berkembang 
karena factor pasar (skala ekonomi, ekonomi eksternal, dan lain 
sebagainya), dimana keuntungannya relatif besar, demikian pula 
resiko kerugian relatif kecil pada umumnya. Disamping itu, terjadi 
pula pengaliran modal dari daerah miskin menuju daerah yang 
telah berkembang. 
3. Kebijakan pemerintah, disadari atau tidak cenderung 
mengakibatkan terkonsentrasinya sarana dan prasarana kegiatan 
sosial ekonomi didaerah yang telah berkembang – karena adanya 
kebutuhan yang lebih besar. Hal ini justru telah mendorong 
perkembangan industri yang lebih pesat didaerah yang lebih maju. 
4. Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan didominasi oleh 
industri-industri di daerah yang telah berkembang. Industri di 
daerah yang kaya telah menjadi sumber dari barang-barang yang 
diperdagangkan, dan demikian industri yang dikembangkan di 
daerah miskin akan mengalami banyak kesulitan dalam 
memperoleh pasarnya. Ketidaksanggupan untuk bersaing dengan 
industri di daerah yang lebih maju menjadi lebih serius lagi 
keadaannya sebagai akibat dari buruknya jaringan perangkutan dan 
prasarana ekonomi lainnya di daerah yang lebih miskin.  
5. Tidak adanya kaitan antara pasar daerah (regional market) telah 
menyebabkan terjadinya rintangan untuk pemencaran dan 
pelipatgandaan pendapatan. 
                                                          
30 Friedman dan Alonso dalam Murdiono dan Setiartiti Lilies” Disparitas Pembangunan 
Antarwilayah di Provinsi Gorontalo, Indonesia”,Vol.15, No.2, 2014. 
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2.3.2  Penanggulangan Kesenjangan 
Kebijakan dalam upaya untuk menanggulangi serta mengurangi 
ketimpangan ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan dari factor-faktor 
yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan. Adapun kebijakan yang 
dimaksud dalam upaya menanggulangi ketimpangan antara lain31: 
a. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan 
Upaya dalam mendorong kelancaran mobilitas barang dan factor 
produksi antardaerah dapat dilakukan dengan penyebaran pembangunan 
prasarana perhubungan keseluruh pelosok wilayah. Prasarana 
perhubungan dalam hal ini seperti jalan, terminal dan pelabuhan laut 
sebagi fungsi mendorong proses perdagangan antardaerah. 
b. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan 
  Proses transmigrasi dan migrasi dapat mengatasi kekurangan tenaga  
kerja yang dialami oleh daerah terbelakang sehingga dalam proses 
pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan dapat digerakan. 
c. Pengembangan Pendidikan Antarwilayah 
Pengembangan pendidikan  dapat mendorong peningkatan keterampilan 
tenaga kerja yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas tenaga 
kerja. Berdasarkan pandangan ini, pengembangan pendidikan pada 
suatu daerah yang relative terbelakang akan dapat mengurangi 
ketimpangan pembangunan antarwilayah. 
d. Pengembangan Pusat Pertumbuhan 
Penerapan konsep Pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses 
pembangunan daerah dan sekaligus mengurangi ketimpangan 
pembangunan antarwilayah dapat dilakukan melalui pembangunan 
pusat-pusat pertumbuhan kota-kota skala kecil dan menengah. 
e. Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Dengan dilaksanakannya otonomi daerah  dan desentralisasi 
pembangunan, maka aktivittas pembangunan ekonomi daerah, termasuk 
daerah terbelakang akan lebih digerakkan karena wewenang yang 
berada pada daerah dan masyarakat setempat.  Dengan adanya 
kewenangan ini, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk 
menggali potensi daerah akan lebih digerakkan. Bila hal ini dapat 
dilakukan maka proses pembangunan ekonomi daerah secara 
keseluruhan akan lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan 
pembangunan antarwilyah akan dapat pula dikurangi. 
2.3.3 Pengukuran kesenjangan  
Indikator yang dapat menunjukkan perubahan atau peningkatan di 
bidang ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari 
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perubahan besaran Produk Domestik Regional Bruto dari tahun ke tahun ini 
maka didapatlah angka pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan 
peningkatan perekonomian. Untuk mengukur tingkat kesenjangan antar 
wilayah dapat menggunakan berbagai macam pendekatan dalam penelitian 
ini menggunakan beberapa metode yakni menggunakan Indeks Williamson, 
Analisis Faktor dan  Multi Dimensional Scaling. 
2.4 Landasan Teori 
Dari uraian teori-teori dan pembangunan ekonomi dan fenomena 
terjadinya kesenjangan antar wilayah akibat ketidakseimbangan 
pembangunan, sehingga untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam 
bagian awal studi ini digunakan teori-teori serta faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya disparitas antar wilayah yang digunakan dalam 
merumuskan variabel-variabel penelitian. 
 
Tabel 2.2 Landasan Teori Penelitian 
Teori Sintesa 
Lay, 1993 
Indikator ketidakmerataan 
wilayah adalah tingkat 
kesejahteraan penduduk, kualitas 
pendidikan, pola penyebaran dan 
konsentrasi investasi dan 
ketersediaan sarana prasarana. 
Ketidakmerataan wilayah dapat 
ditentukan dari kesejahteraan penduduk 
dilihat dari Indeks Pembangunan 
Manusia serta Ketersediaan sarana 
Prasarana wilayah. Dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
maka diperlukan pertumbuhan ekonomi 
yang dapat diukur dengan PDRB, dan 
Pendapatan perkapita masyarakat. 
Menurut Adisasmita, 2014, Untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat maka diperlukan 
pertumbuhan ekonomi yang 
meningkat dan distribusi 
pendapatan yang merata. 
Pertumbuhan ekonomi diukur 
dengan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) dan laju 
Pertumbuhannya atas harga 
konstan. 
Tambunan, 2001 
Faktor-faktor utama penyebab 
terjadinya disparitas yaitu 
konsentrasi kegiatan ekonomi, 
alokasi investasi, tingkat mobilitas 
faktor produksi yang 
rendah, perbedaan SDA, 
perbedaan demografis, dan kurang 
Disparitas disebabkan karena adanya 
ketidaksamaan karakteristik kondisi 
Geografis , Potensi SDA serta Kondisi 
sosial Kependudukannya. 
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Teori Sintesa 
lancarnya perdagangan 
antarwilayah. 
Kutscherauer, dkk (2010) 
ketimpangan wilayah adalah 
perbedaan atau ketidaksamaan 
karakteristik fenomena atau 
kondisi lokasi dan terjadi minimal  
antara dua entitas dari struktur 
wilayah. 
Tipologi merupakan klasifikasi 
berdasarkan karakter umum yang 
ditemukan serta yang dimiliki 
pada suatu wilayah. Dengan kata 
lain tipologi dapat membantu 
untuk melihat tipe-tipe wilayah 
berdasarkan indikator utama. 
(Arsitektur Perkotaan) 
Tipologi adalah pengklasifikasian suatu 
objek menjadi beberapa kelas 
berdasarkan karakteristik tertentu terkait 
dengan objek. 
   Sumber : Hasil Sintesa dari Kajian Teori 
2.5 Variabel Penelitian  
Variabel penelitian merupakan   kebutuhan yang ingin dicapai dari 
penelitian yang akan di lakukan di Pulau Timor terkait dengan Kajian 
Ketimpangan yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3. 
Variabel Penelitian.
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Tabel 2.3 Variabel Penelitian 
Sasaran Teori Sintesa Teori  Variabel Indikator 
Sasaran 1 : 
Menganalisis 
factor-faktor 
yang 
berpengaruh 
terhadap 
ketimpangan 
 
Lay, 1993 
Indikator ketidakmerataan 
wilayah adalah tingkat 
kesejahteraan penduduk, 
kualitas pendidikan, pola 
penyebaran dan konsentrasi 
investasi dan ketersediaan 
sarana prasarana. 
Ketidakmerataan 
wilayah dapat 
ditentukan dari 
kesejahteraan 
penduduk dilihat 
dari Indeks 
Pembangunan 
Manusia serta 
Ketersediaan 
sarana Prasarana 
wilayah. Dalam 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat maka 
diperlukan 
 
Sosial : 
Indeks 
Pembangunan 
Manusia 
 Indeks 
Standar 
Hidup 
Layak 
 
 Indeks 
Pendidikan 
 
 
 Indeks 
Kesehatan 
 
Fisik : 
 Sarana 
Transportasi 
 Darat 
Jaringan 
Jalan 
 
 
 
 
 
 Jumlah  
Pendapatan / Daya 
Beli 
 
 
 Angka Melek 
Huruf (%) 
 Rata-rata lama 
sekolah 
 
 Angka Harapan 
Hidup 
 
 
 
Ketersediaan 
Sarana 
Menurut Adisasmita, 2014, 
Untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat maka 
diperlukan pertumbuhan 
ekonomi yang meningkat dan 
distribusi pendapatan yang 
merata. Pertumbuhan ekonomi 
diukur dengan Produk 
Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan laju 
Pertumbuhannya atas harga 
konstan. 
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Sasaran Teori Sintesa Teori  Variabel Indikator 
pertumbuhan 
ekonomi yang 
dapat diukur 
dengan PDRB, dan 
Pendapatan 
perkapita 
masyarakat. 
Terminal 
 
 
 Sarana pelayanan 
umum 
 Pendidikan 
 Kesehatan 
 Perdagangan 
dan Jasa 
 
Ekonomi : 
PDRB 
 
 
 
 
 
 
 
Pendapatam 
Perkapita  
Transportasi 
(Jumlah dan Jenis) 
 
 
 
Ketersediaan Sarana 
Pelayanan Umum 
(Jumlah). 
 
 
8 Sektor PDRB: 
Pertanian 
Perikanan 
Kehutanan 
Perkebunan 
Pariwisata 
Perdagangan dan Jasa 
Industri Kecil 
 
Jumlah Pendapatan 
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Sasaran Teori Sintesa Teori  Variabel Indikator 
Sasaran 2 : 
Menganalisis 
Tipologi 
Ketimpangan 
antar 
Kabupaten/kota 
di Pulau Timor. 
Tipologi merupakan klasifikasi 
berdasarkan karakter umum 
yang ditemukan serta yang 
dimiliki pada suatu wilayah. 
Dengan kata lain tipologi dapat 
membantu untuk melihat tipe-
tipe wilayah berdasarkan 
indikator utama. (Arsitektur 
Perkotaan) 
Tipologi adalah 
pengklasifikasian 
suatu objek 
menjadi beberapa 
kelas berdasarkan 
karakteristik 
tertentu terkait 
dengan objek. 
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
Kesenjangan ekonomi (mengikuti sasaran 1). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif 
adalan penyajian dan penyusunan data kedalam table ataupun grafik 
sedangkan pendekatan kuantitatif yakni data yang diperoleh kemudian 
dianalisis dengan menggunakan Analisis Faktor dan Multi Dimensional 
Scaling. 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data dalam peneitian ini yakni data kuantitatif dan sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 
sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data 
dan kemudian dupublikasikan kepada masyarakat selaku penggguna data 
(Kuncoro, 2004). Lembaga yang menjadi sumber data dalam penelitian ini 
antara lain : 
1. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa 
tahun terbitan. 
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Pulau Timor dalam beberapa 
tahun terbitan. 
Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni : 
 PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 
20011-2015 
 Pendapatan Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-
2015 
 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota di Pulau Timor 
Tahun 2011-2015 
 Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Pulau Timor Tahun 2011-
2015 
 Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2015 
 Jumlah Penduduk setiap masing-masing Kabupaten/Kota di Pulau 
Timor Tahun 2011-2015 
 Dara Jumlah Pengangguran dan Angkatan Kerja Provinsi Nusa 
Tenggara Timur Tahun 2011-2015 
 Data Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 
 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap masing-masing 
Kabupaten/Kota di  Pulau Timor. 
 Data Sarana Transportasi setiap masing-masing Kabupaten/Kota di 
Pulau Timor. 
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 Data Sarana Pelayanan Umum Setiap  masing-masing 
Kabupaten/Kota di Pulau Timor. 
 Data Geografis dan data-data yang mendukung penelitian ini.  
3.3 Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian bermaksud untuk memperoleh 
bahan-bahan yang relevan dan akurat. Metode Pengumpulan data yang 
digunakan yakni peneliti mengambil data dari lembaga-lembaga terkait 
dengan penelitian ini. Pustaka lain yang digunakan sebagai pelengkap antara 
lain buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan masalah ketimpangan ini.  
3.4 Metode Analisis 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu meliputi 
data-data yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran penelitian. Ada beberapa 
metode yang digunakan  dalam penelitian ini diantaranya : 
3.4.1 Analisis Faktor (Principal Component Analysis) 
Alat analisis ini digunakan untuk mereduksi satu set data dalam jumlah 
besar kepada dimensi dasar namun dengan relevansi statistik yang tetap 
terjaga. Pengidentifikasian faktor yang mempengaruhi disparitas diperlukan. 
Untuk keperluan ini digunakan analisis faktor yang bertujuan untuk 
mengekstraksi sejumlah besar variabel menjadi kelompok-kelompok faktor. 
Melalui analisis faktor ini dapat diketahui fator-faktor apa saja yang 
mempengaruhi terjadinya disparitas antar wilayah. Keunggulan metode ini 
adalah faktor yang diolah merupakan faktor yang independen yang tidak 
memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Analisis faktor juga bermanfaat 
untuk mencari faktor tersamar yang sebetulnya mendasari variabel-variabel 
dari suatu observasi. 
Operasional dari pengolahan data yang akan dilakukan dapat 
digambarkan sebgai berikut : 
1. Membentuk matriks dasar X = (X ji), dengan i variabel dan j observasi 
untuk setiap variabel. Elemen-elemen matriks x ini merupakan indeks 
dari data-data mentah. Pengindeksan diperlukan karena perbedaan 
dimensi dari variabelvariabel yang ditinjau. 
2. Penyusunan matriks korelasi dari variabel-variabel yang ada dan 
menghasilkan koefesien korelasi antar variabel. Kontribusi suatu faktor 
(missal faktor j) terhadap total variasi dari keseluruhan set variabel.  
3. Ekstraksi faktor utama, yang merupakan proses reduksi data dan 
pembentukan faktor-faktor dari data yang ada. Dalam ekstraksi ini : 
a. Faktor-faktor yang disusun sesuai dengan peranan tiap 
faktor, factor pertama adalah faktor terpenting, demikian 
seterusnya. 
b. Faktor pertama cenderung merupakan faktor umum, 
sehingga hamper semua variabel dalam faktor petama 
menunjukan proporsi yang tinggi. 
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c. Semua faktor adalah orthogonal/tidak mempunyai korelasi. 
4. Rotasi faktor yang merupakan tahapan untuk menyederhanakan 
struktur faktor dan menghasilkan faktor yang secara teoritis 
merupakan faktor-faktor yang mempunyai pengertian paling benar. 
Hal ini dikarenakan pada factor yang tidak dirotasikan dapat memuat 
variabel yang sama dalam beberapa faktor, sehingga sukar 
diinterpretasikan. 
5. Dengan menggunakan faktor loading, maka setiap unit observasi bisa 
dihitung nilai ”faktor skornya” untuk masing-masing faktor dasar, 
dan pengelompokan unit-unit wilayah analisis bisa dilakukan dengan 
mengkombinasikan dua faktor. Banyak pasangan yang 
dikombinasikan tergantung pada tujuan studinya. 
3.4.2 Multi Dimensional Scaling  
MDS secara khusus merupakan metode menghasilkan informasi tentang 
beberapa bentuk ketidaksamaan antara atribu-atribut dan letak pemetaan 
secara geometris dan informasi. Analisis Multi Dimensional ini digunakan 
untuk mengetahui pola kesenjangan wilayah. Dari hasil analisis nantinya 
akan diketahui perbedaan atau kesenjangan antar wilayah maupun wilayah-
wilayah yang memiliki persamaan karakteristik ekonomi, sosial dan 
lingkungan. 
Analisis ini mempermudah penyampaian informasi yang terkandung 
dalam data kedalam bentuk gambar atau peta. MDS merupakan suatu alat 
matemmatis yang berfungsi untuk menampilkan kedekatan antar obyek-
obyek secara spasial dalam sebuah peta. Yang dimaksud dengan “kedekatan” 
dalam hal ini serangkaian angka yang menunjukkan kemiripan atau 
kesamaan dan perbedaan atau kesenjangan antar dua atau lebih objek. Jadi 
tujuan utama MDS adalah untuk memetakan obyek-obyek dalam sebuah 
ruang Multidimensi sedemikian hingga posisi relative masing-masing obyek 
tersebut menggambarkan derajat kedekatan antara oyek yang satu dengan 
yang lainnnya. Istilah dalam yakni : 
1. Nilai STRESS MDS nilai STRESS merupakan ukuran 
ketidakcocokan (a lack of fit measurement) antara data dengan 
pengukuran MDS. Semakin kecil nilai STRESS menunjukan bahwa 
hubungan monoton yang terbentuk antara ketidaksamaan dengan 
disparities semakin baik dan kriteria peta konfigurasi yang terbentuk 
semakin sempurna. 
di mana: 
dik      = jarak antara obyek ke-i dan ke-k 
ikh     = disparities antara obyek ke-i dan ke-k pada variabel ke-h   
(Young, 1999). 
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Tabel 3.1  
 Kriteria Nilai STRESS 
untuk mendeteksi kelayakan model yaitu: 
STRESS (%) Kesesuaian 
0 – 2.5 Sempurna 
2.5 – 5 Sangat Bagus 
5 – 10 Baik 
10 – 20 Cukup 
>20 Kurang 
 
2. R Square (R2) 
Rsquare merupakan kuadrat dari koefisien korelasi yang 
menunjukkan proporsi varian dari optimalisasi penskalaan data yang 
disumbangkan oleh prosedur penskalaan multidimensional 
merupakan ukuran kecocokan/ ketepatan (goodness of fit measure). 
Artinya seberapa besar prosedur penskalaan multidimensional 
dalam menjelaskan varians data yang akan dilakukan penskalaan 
multidimensional. 
3. Peta konfigurasi merupakan hubungan antara objek, dinyatakan 
sebagai hubungan geometris antara titik-titik di dalam ruang yang 
multidimensional koordinat, menunjukkan posisi (letak) suatu objek 
dalam suatu peta. 
Berdasarkan skala pengukuran dari data kemiripan,  MDS dibedakan 
atas : MDS berskala metric dan MDS bersakala nonmetric. Yang di pakai 
dalam penelitiann ini yakni MDS berskala metric dimana Multidimensional 
scaling (MDS) metrik mengasumsikan bahwa data adalah kuantitatif (interval 
dan ratio). Dalam prosedur MDS metrik tidak dipermasalahkan apakah data 
input ini merupakan jarak yang sebenarnya atau tidak, prosedur ini hanya 
menyusun bentuk geometri dari titik-titik objek yang diupayakan sedekat 
mungkin dengan input jarak yang diberikan. Sehingga pada dasarnya adalah 
mengubah input jarak atau metrik kedalam bentuk geometrik sebagai 
outputnya. Output yang diperoleh berupa perceptual map  yang terbagi 
menjadi beberapa dimensi. Minimal terbentuk dua dimensi ruang yang dapat 
dijadikan bahan analisis. Menganalisis tiap dimensi dengan menlihat posisi 
kedekatan antar obyek yang menunjukkan kemiripan antar objek tersebut. 
Dari kedekatan antar obyek dapat dikembangkan beberapa alternatif lain, 
seperti apakah antar obyek tersebut dapat saling bersaing atau tidak. 
Dalam menentukan koordinat x dan koordinat y ,daerah yang diamati 
dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi,yaitu: kuadran I adalah daerah-
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daerah sangat Maju yang menunjukkan x bernilai (+) dan y bernilai (+), pada 
kuadran II adalah Maju yang menunjukkan x bernilai (-) dan y bernilai (+), 
pada kuadran III adalah daerah-daerah yang cukup maju yang menunjukkan 
x bernilai (+) dan y bernilai (-), sedangkan pada kuadran IV adalah daerah-
daerah yang berkembang yang menunjukkan x bernilai (-) dan y bernilai (-)1. 
 
 
Derived Stimulus Configuration 
Euclien Distance Model 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
                                                                      
 
 
    
                                                          
1 Sirojuzilam, 2007 “Wahana Hijau Perencanaan dan Pengembangan Wilayah” 
Vol.2,No.3,2007 
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3.5  Kerangka Analisis 
Sesuai dengan tujuan penelitian yang dicapai melalui sasaran-sasaran 
yang telah ditetapkan, maka digunakan beberapa alat analisis yang akan 
dilakukan dalam upaya mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut. 
Untuk mempermudah dalam proses pengerjaan dengan menggunakan 
metode yang ada maka perlu adanya kerangka analisis yang di buat 
berdasarkan data input yakni variable-variabel, proses dengan menggunakan 
metode analisis serta dengan output sesuai dengan metode yang digunakan. 
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Gambar 3.1 Kerangka Analisis 
INPUT                    PROSES                             OUTPUT 
 
 
 
  
 
 
 
 
Faktor/variabel yang 
berpengaruh  
Sarana dan Prasarana 
Transportasi 
Produk Domestik 
Regional Bruto 
Analisis Faktor  
Pendapatan Perkapita 
Indeks Pembangunan 
Manusia  
Mentipologikan Kondisi 
Ketimpangan berdasarkan kesamaan 
Variabel./Faktor  
Multi Dimensional 
Scaling 
Kesimpulan dan Rekomendasi 
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BAB IV  
GAMBARAN UMUM, SOSIAL, EKONOMI DAN 
FISIK PULAU TIMOR 
 
4.1 Gambaran Umum 
Pulau Timor merupakan salah satu pulau dari empat pulau besar di Nusa 
Tenggara Timur yang terletak di bagian Tenggara serta memiliki luas 
14.2000km2. Pulau Timor ini juga merupakan tempat strategis untuk 
perdagangan Indonesia, karena terletak di antara Australia, dan Timor Leste. 
 Batas fisik Pulau Timor adalah sebagai berikut : 
Sebelah Utara : Berbatasan dengan selat Ombai 
Sebelah Timur : Republik Demokrasi Timor Lesta 
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Timor 
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Sawu 
Secara administratif Pulau Timor terbagi atas lima (5) Kabupaten dan 
satu (1) Kota dengan Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara 
Timur.  
Tabel 4.1  
Nama Kabupaten/Kota di Pulau Timor 
Tahun 2015 
No Kabupaten/Kota Ibukota Luas (Km2) 
1 Kupang Oelamasi 5.525,83 
2 Timor Tengah Selatan Soe 3.947,00 
3 Timor Tengah Utara Kefa 2.669,70 
4 Belu Atambua 1.248,94 
5 Malaka Betun 1.160,61 
6 Kota Kupang Kupang 180,27 
Pulau Timor 14.200 
 Sumber : Provinsi NTT dalam Angka Tahun 2016 
Rata-rata Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Timor masuk dalam 
kategori pertumbuhan wilayah yang lambat/rendah. Dalam upaya untuk 
mengoptimalkan pengembangan wilayah di Pulau Timor, pemerintah daerah 
mengembangan wilayah-wilayah strategis yang diperkirakan cepat tumbuh 
dan berkembang. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dijadikan pintu 
gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan di Pulau Timor yaitu Mota’ain 
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Desa Silawan Kabupaten Belu, Motamasin Desa Alas Kabupaten Malaka, 
dan Wini Kabupaten Timor Tengah Utara. 
4.1.1 Sosial Kependudukan dan Indeks Pembangunan Manusia 
di Pulau Timor 
4.1.1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 
Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan 
pada suatu wilayah. Seperti diketahui tujuan pembangunan wilayah adalah 
untuk meningkatkan standar hidup masyarakat yang biasa diukur dengan 
kenaikan pendapatan riil perkapita. Penduduk yang terdapat dalam suatu 
wilayah sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayahnya.  Jumlah 
Penduduk di Pulau Timor  tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4.2. 
Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Pulau Timor  
Tahun 2011-2015 
Sumber :Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2016 
Gambar 4.1 Grafik Jumlah Penduduk di Pulau Timor  
  Tahun 2011-2015 
 
 
 
 
 
No Kabupaten/Kota 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 
1 Kupang 310.573 321.384 328.688 338.415 348.010 
2 Timor Tengah Selatan 449.881 453.386 451.992 456.152 459.310 
3 Timor Tengah Utara 234.349 238.426 239.503 242.082 244.714 
4 Belu 359.266 370.770 199.990 203.284 206.778 
5 Malaka 171.303 174.391 174.391 177.398 180.382 
6 Kota Kupang 342.892 362.104 368.199 384.112 390.877 
Pulau Timor 1,868,264 1,920,461 1,762,763 1,801,443 1,830,071 
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Dari tabel penduduk diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di 
setiap Kabupaten/kota selalu mengalami peningkatan. Jumlah Penduduk 
tersebut tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota yang berada di Pulau Timor. 
Dimana Penduduk terbesar terkonsentrasi di Kabupaten Timor Tengah 
Selatan yaitu 459.310, kemudian Kota Kupang dengan jumlah penduduk 
yaitu 390.877 jiwa,  dan penduduk terkecil berada di Kabupaten Malaka 
dengan jumlah penduduk 180.382 jiwa pada tahun terakhir. Penyebaran 
penduduk yang tidak merata ini dapat disebabkan oleh perbedaan sumber 
daya alam serta terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi disuatu  tempat yang 
mengakibtkan penduduk semakin banyak datang ketempat tersebut. 
Pertumbuhan Penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk baik 
pertambahan maupun penurunannya. Pertumbuhan penduduk di suatu 
wilayah dipengaruhi oleh besarnya kelahiran (Birth), kematian (Death), 
migrasi masuk (In Migration), dan migrasi keluar (Out Migration). Penduduk 
akan bertambah jumlahnya apabila terdapat bayi yang lahir dan penduduk 
yang datang, dan penduduk akan berkurang jumlahnya apabila terdapat 
penduduk yang mati dan penduduk yang keluar wilayah tersebut.  
Kota Kupang merupakan daerah yang paling padat penduduknya dengan 
tingkat kepadatan mencapai 2.432 jiwa /km2 pada tahun 2015. Tingginya 
kepadatan penduduk di Kota Kupang ini karena Kota Kupang merupakan 
pusat pemerintahan kota maupun provinsi. Sementara itu, kabupaten lainnya 
belum mempunyai daya tarik ekonomi. Maka dari itu untuk meningkatkan 
persebaran penduduk di Pulau Timor perlu dilakukan pemerataan 
pembangunan. Kabupaten lain yang memiliki tingkat kepadatan penduduk 
dibawah angka provinsi adalah Kabupaten Kupang,  dan TTU. Untuk 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3 
Presentase dan Kepadatan Penduduk Per km2 
Tahun 2015 
No Kabupaten/Kota 
Presentase 
Penduduk 
Kepadatan Penduduk 
per km2 
1 Kupang 6,79 64 
2 Timor Tengah Selatan 8,98 116 
3 Timor Tengah Utara 4,78 92 
4 Belu 4,04 161 
5 Malaka  3,52 155 
6 Kota Kupang 7,63 2,432 
Sumber :Provinsi NTT dalam Angka Tahun 2016 
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4.1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia Pulau Timor 
Pembangunan manusia diartikan sebagai proses perluasan pilihan bagi 
penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan 
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan 
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam 
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.  
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup 
sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup 
layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat 
digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun 
yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan 
asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama 
sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama 
Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah 
rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani 
pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai 
lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak 
pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak 
digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari 
nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. 
 
Bagan 4.1 
Komponen Pembentukan Indeks Pembangunan Manusia 
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Tabel 4.4 
Indeks Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Pulau Timor  
Tahun 2015 
No Kabupaten/Kota AHH HLS RLS 
Pengeluaran per 
Kapita (Rp 000) 
IPM 
1 Kupang 63,17 13,47 6,88 7.085 62,04 
2 Timor Tengah Selatan 65,55 12,52 6,26 6.118 59,90 
3 Timor Tengah Utara 66,09 13,26 6,87 5.799 60,96 
4 Belu 63,01 11,80 7,05 7.083 60,54 
5 Malaka 64,15 12,01 6,08 5.563 57,51 
6 Kota Kupang  68,34 15,75 11,43 12.856 77,95 
Pulau Timor 65,05 13,14 7,43 7.417 63,15 
 Sumber : Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 
 Keterangan : 
 AHH : Angka Harapan Hidup 
 HLS : Harapan Lama Sekolah 
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah  
A. Angka Harapan Hidup  
Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan 
dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari 
tahun ke tahun. Selama periode 2 tahun terakhir yakni tahun  
2014 hingga 2015, Dimensi umur panjang untuk setiap 
Kabupaten/kota di Pulau Timor mengalami peningkatan. 
Seperti terlihat pada gambar angka harapan hidup dibawah ini  
 
Gambar 4.2 
Angka Harapan Hidup di Pulau Timor 
Tahun 2014 & 2015 
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Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa angka harapan hidup 
untuk setiap Kabupaten/kota yang ada  di Pulau Timor selalu 
mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat memberikan 
dampak yang baik bagi pertumbuhan wilayah. 
 
B. Dimensi Pengetahuan 
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, 
yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. 
Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama 
periode 2010 hingga 2015, Harapan Lama Sekolah dan rata-rata 
lama sekolah di Pulau Timor telah mengalami peningkatan. 
Selama periode 2010 hingga 2015, Harapan Lama Sekolah 
secara rata-rata tumbuh sebesar 1,82 persen per tahun. 
Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif 
bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 
2015. Untuk lebih jelasnya dapatt dilihat pada gambar dibawah 
ini.  
 
Gambar 4.3 
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Pulau 
Timor(tahun) 
Tahun 2014 & 2015 
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Berdasarkan gambar diatas  harapan lama sekolah dan Rata-rata 
Lama sekolah selalu mengalami peningkatan meskipun 
peningkatannya tidak terlalu signifikan. Harapan Lama Sekolah 
di Pulau Timor telah mencapai 13,14 yang berarti bahwa anak-
anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan 
pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Sementara itu, 
Rata-rata Lama Sekolah di Pulau Timor  tumbuh 1,02 persen per 
tahun selama periode 2010 hingga 2015. Pertumbuhan yang 
positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas 
manusia Pulau Timor yang lebih baik. 
C. Dimensi Standar Hidup Layak 
Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah 
standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran 
per kapita (harga konstan 2011). Selama 5 tahun terakhir 
pengeluaran perkapita masyarakat selain mengalami 
peningkatan juga mengalami penurunan pada tahun 2013 namun 
meningkat dan terus meningkat hingga tahun akhir.  Pada tahun 
2015, pengeluaran per kapita masyarakat di Pulau Timor 
mencapai Rp. 7.417.328. 
Gambar 4.4 
Pengeluaran per Kapita disesuaikan di Pulau Timor (Rp 000) 
Tahun 2011-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada tahun 2015, pencapaian pembangunan manusai di tingkat 
kabupaten cukup bervariasi. IPM di Pulau Timor berkisar antara 57,51 
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(Kabupaten Malaka) hingga 77,95 (Kota Kupang). Pada dimensi harapan 
hidup berkisar 63,01 (Kabupaten Belu) hingga 68,34 (Kota Kupang). 
Sementara pada dimensi pengetahuan harapan lama sekolah berkisar 11,80 
(Kabupaten Belu) hingga  15,75 (Kota Kupang), serta Rata-rata lama Sekolah 
berkisar  6,08  (Kabupaten Malaka) hingga 11,43 (Kota Kupang). 
IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan 
pembangunan dalam jangka panjang. Secara umum, pembangunan manusia 
di Pulau Timor terus mengalami kemajuan selama periode 2010  hingga 
2015. IPM Pulau Timor meningkat   dari  60,36 pada tahun 2010 menjadi 
63,15 pada tahun 2015. Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Timor 
memang selalu mengalami pertumbuhan namun status pembangunan 
manusia di Pulau Timor masih stagnan dan masih berstatus “sedang”. 
         Gambar 4.5 
               Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten/Kota di Pulau 
Timor   Tahun 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Sesuai dengan Berita Resmi Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur, 
indeks pembangunan manusia di Pulau Timor  salah satu kota yang 
mengalami peningkatan dari status “rendah” ke “sedang” adalah Kabupaten 
Timor Tengah salatan. Pada Tahun terakhir 2016 di Pulau Timor tercatat 4 
Kabupaten berstatus “sedang”, 1 kabupaten berstatus “rendah” dan hanya 
Kota Kupang yang memiliki status Indeks Pembangunan Manusia Tinggi di 
Pulau Timor termasuk di Nusa Tenggara Timur. 
Status Pembangunan Manusia capaian pembangunan manusia disuatu 
wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok. 
Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengirganisasikan wilayah-wilayah 
menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. 
a. Wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah bila 
IPM-nya berkisar antara 0-59. Wilayah yang masuk dalam kategori 
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ini sama sekali atau kurang memperhatikan pembangunan manusia 
(kategori rendah).  
b. Wilayah dengan tingkat pembangunan manusia sedang bila IPM-nya 
berkisar antara 60-70. Wilayah yang masuk dalam kategori ini mulai 
memperhatikan pembangunan sumberdaya manusianya (kategori 
sedang).  
c. Wilayah dengan tingkat pembangunan manusia tinggi bila IPM-nya 
berkisar antara 70-100. Wilayah yang masuk dalam kategori ini 
sangat memperhatikan pembangunan sumberdaya manusianya 
(kategori tinggi). 
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Peta 4.1 Kondisi Sosial (Kependudukan dan Indeks Pembangunan Manusia) 
Tahun 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memiliki Indeks 
Pembangunan 
Manusia yang 
rendah dan 
Jumlah Penduduk 
yang Rendah pula 
57,51 
180.382 
Memiliki Jumlah 
Penduduk yang 
tinggi dengan 
indeks 
Pembangunan 
Manusia yang 
sedang.  
62,04 
348.010 
Memiliki Jumlah 
Penduduk yang 
Rendah dengan 
Indeks 
Pembangunan 
Manusia yang 
Sedang  
459.310 
60,96 
Memiliki Jumlah penduduk 
yang Tinggi dengan Indeks 
Pembangunan Manusia 
rendah 
59,90 244.714 
Memiliki Jumlah Penduduk yang  
tinggi dengan Indeks Pembangunan 
Manusia yang tinggi  
77,95 
390.877 
Memiliki Jumlah Penduduk yang Rendah dengan 
Indeks Pembangunan Manusia yang sedang. 
60,54 
206.778 
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4.1.2 Gambaran Perekonomian Pulau Timor 
Pertumbuhan perekomian di Pulau Timor pada tahun terakhir (2015) 
Pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada Kota Kupang yang memiliki 
nilai 8,1% meskipun dalam kurun waktu 5 tahun kota Kupang juga 
mengalami penurunan namun penurunannya tidak terlalu signifikan. Setelah 
kota Kupang kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kupang dengan 
nilai tahun terakhir 6,64 % selanjutnya Kabupaten Timor Tengah Selatan 
dengan pertumbuhan 4,48%, Kabupaten Timor Tengah Utara 4,52% dan 
Kabupaten Belu 5,49%. Untuk Jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5. 
Tabel 4.5 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Pulau Timor  
 Tahun 2011-2015 
(%) 
No Kabupaten/Kota 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 
1 Kabupaten Kupang 4,45 5,66 6,01 6,46 6,64 
2 Timor Tengah Selatan  4,16 4,18 4,28 4,38 4,48 
3 Timor Tengah Utara 4,51 4,42 4,40 4,43 4,52 
4 Belu  4,29 5,28 6,04 5,57 5,49 
5 Malaka  3,41 3,63 3,82 3,94 4,01 
6 Kota Kupang  6,98 7,52 7,20 6,98 8,1 
Sumber : Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 
4.1.2.1 PDRB 
Setiap transaksi ekonomi yang dihitung dalam PDRB diklasifikasikan 
sesuai dengan sifat transaksinya. Pengklasifikasiannya dapat dilakukan 
berdasarkan sector atau apangan usaha. Dengan demikian PDRB akan 
tersusun dari sector-sektor ekonomi yang memungkinkan dilakukan 
pengamatan terhadap struktur ekonomi. Struktur ekonomi ini penting 
terutama utntuk melihat peran masing-masing sector ekonomi terhadap 
perekonomian secara keseluruhan. Agar dapat dilihatnya peran tersebut 
berikut disajikan pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 
Perbandingan Struktur Ekonomi (%)  Antar Kabupaten/Kota di Pulau Timor 
 Tahun 2015 
Kategori Uraian 
Kabupaten/Kota 
Kupang 
Timor 
Tengah 
Selatan 
Timor 
Tengah 
Utara 
Belu Malaka 
Kota 
Kupang 
A Pertanian, 
Kehutanan, 
dan Perikanan 
44,72 45,93 42,83 23,22 40,32 2,35 
B Pertambangan 
dan 
Penggalian 
1,98 2,17 2,13 3,84 1,22 0,12 
C Industri 
Pengolahan 
1,87 0,63 1,11 1,11 1,75 1,52 
D Pengadaan 
Listrik, Gas 
0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 0,10 
E Pengadaan 
Air 
0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,14 
F Konstruksi 11,32 8,20 11,57 8,15 12,57 16,41 
G Perdagangan 
Besar dan 
Eceran, dan 
Reparasi 
Mobil dan 
Sepeda Motor 
12,38 6,25 4,22 13,61 4,41 14,34 
H Transportasi 
dan 
Pergudangan 
5,14 1,43 5,84 4,86 6,48 8,35 
I Penyediaan 
Akomodasi 
dan Makan 
Minum 
0,17 0,09 0,78 0,36 0,10 1,72 
J Informasi dan 
Komunikasi 
4,43 7,11 5,64 4,46 6,41 13,10 
K Jasa 
Keuangan 
0,64 2,81 2,05 5,78 1,33 7,33 
L Real Estate 1,50 2,90 2,92 2,62 2,67 3,63 
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Kategori Uraian 
Kabupaten/Kota 
Kupang 
Timor 
Tengah 
Selatan 
Timor 
Tengah 
Utara 
Belu Malaka 
Kota 
Kupang 
M,N Jasa 
Perusahaan 
0,04 0,08 0,11 0,70 0,04 0,79 
O Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan 
dan Jaminan 
Sosial Wajib 
11,04 13,60 11,74 11,68 13,87 8,18 
P Jasa 
Pendidikan 
3,79 6,02 6,38 14,12 4,92 14,27 
Q Jasa 
Kesehatan 
dan Kegiatan 
Sosial 
0,77 1,65 1,65 2,16 1,20 3,92 
R,S,T,U Jasa lainnya 0,16 1,08 0,97 3,30 2,67 3,73 
Sumber : PDRB Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupetan/Kota Tahun 2011-2015 
Selama  Kurun Waktu lima tahun nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan 
masing-masing Kabupaten/kota di Pulau Timor memiliki nilai yang 
bervariasi dan cenderung mengalami peningkatan. PDRB tertinggi dimiliki 
oleh Kota Kupang dengan nilai Rp.13.232.241 sedangkan nilai PDRB 
terendah dimiliki oleh Kabupaten Belu dengan nilai Rp.2.378.689 Perbedaan 
nilai ini terjadi karena adanya pemusatan pembangunan pada Kota Kupang  
saja sehingga menandakan adanya terjadi kesenjangan ekonomi antar 
kabupaten/kota. 
Tabel 4.7 
PDRB Atas Dasar Harga Konstan antar Kabupaten di Pulau Timor 
Tahun 2011-2015 
No Kabupaten/Kota 
Tahun (Miliar Rupiah) 
2011 2012 2013 2014 2015 
1 Kupang 3,257,067 3,421,349 3,594,74 3,778,021 3,968,147 
2 TTS 3,320,000 3,458,998 3,607,136 3,764,965 3,902,786 
3 TTU 2,067,911 2,247,100 2,457,431 2,678,716 2,935,516 
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No Kabupaten/Kota 
Tahun (Miliar Rupiah) 
2011 2012 2013 2014 2015 
4 Belu 1,913,241 2,014,208 2,135,803 2,254,841 2,378,689 
5 Malaka 1,210,000 1,312,590 1,386,770 1,457,270 1,530,430 
6 Kota Kupang  9,981,762 10,609,469 11,373,405 12,167,334 13,232,241 
Pulau Timor 20,766,067 22,904,749 23,276,390 26,719,171 27,198,187 
Sumber : Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2016 
4.1.2.2 Pendapatan Per Kapita 
Data untuk menghitung pendapatan per kapita yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini yakni data tahun terakhir yakni tahun 2015. Pendapatan  per 
kapita menggambarkan rata-rata penduduk suatu daerah pada suatu waktu 
tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi nilai pendapatan domestic regional 
bruto pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. 
Tabel 4.8 
Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota di Pulau Timor 
Tahun 2011-2015 
No Kabupaten/Kota 
Tahun (Rupiah) 
2011 2012 2013 2014 2015 
1 Kab. Kupang 10.487.283 10.645.673 10.936.633 11.163.870 11.402.394 
2 TTS 7.379.729 7.629.261 7.978.393 8.250.123 8.552.285 
3 TTU 8.534.280 8.757.979 9.102.349 13.535.207 9.724.168 
4 Belu 5.324.745 5.432.505 5.679.284 11.199.258 11.503.593 
5 Malaka 7.063.507 7.526.707 7.952.073 8.214.692 8.484.383 
6 Kota Kupang  26.439.812 29.299.511 30.889.302 31.676.464 33.292.135 
Sumber : Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2016 
Dari tabel pendapatan perkapita diatas dapat dilihat bahwa adanya 
perbedaan nilai yang sangat signifikan. Kota Kupang sebagai ibu Kota 
Provinsi memiliki nilai pendapatan perkapita yang sangat tinggi dan setiap 
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tahunnya selalu mengalami peningkatan.  Dari tahun ke tahun Kabupaten 
Belu merupakan kabupaten yang memiliki peningkatan sangat signifikan dari 
tahun 2011-2015.  Pada tahun terakhir dapat dilihat bahwa Kota Kupang 
memiliki nilai tertinggi dengan total pengeluaran perkapita sebesar 
33.292.135 dan terendah pada Kabupaten Malaka.  
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Peta 4.2 
Kondisi Ekonomi di Pulau Timor 
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4.1.3 Gambaran Fisik Pulau Timor 
Gambaran fisik Pulau Timor yang dibahas dalam penelitian ini 
menyangkut Transportasi dan Sarana Pelayanan Umum. Transportasi dan 
sarana pelayanan umum sangat mempengaruhi  perkembangan dan 
pertumbuhan kota. Transportasi akan dilihat dari kondisi prasarana jalan serta 
jangkauan pelayanan transportasi untuk setiap kabupaten/kota di Pulau 
Timor. Tingkat aksesibilitas suatu kabupaten/kota dikatakan maju apabila  
setiap kabupaten/kota dapat terlayani. 
4.1.3.1 Transportasi  
A. Transportasi Jalan 
Jaringan Jalan di Pulau Timor dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan. Panjang Jalan yang mengalami peningkatan hanya 
terjadi pada Jalan Kabupaten/Kota. Total panjang jalan untuk tahun 
2016 adalah 880.68km. 
Tabel 4.9 
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintah yang berwenang 
Mengelolanya (Km)  
Tahun 2015 
No Kab/Kota 
Pemerintah yang berwenang Mengelola 
Jumlah 
Nasional Provinsi Kab/Kota 
1 Kupang … 271,76 … 271,76 
2 Timor Tengah Selatan … 306,34 … 306,34 
3 Timor Tengah Utara … 127,04 … 127,04 
4 Belu … 64,18 … 64,18 
5 Malaka … 90,48 … 90,48 
6 Kota Kupang … 20,88 … 20,88 
Sumber : Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2016 
 
Jaringan jalan memiliki peranana penting dalam aspek daya saing 
daerah merupakan sarana dan prasarana yang terkait dengan sistem 
transportasi. Berdasarkan perkerasannya, jalan di Pulau Timor meliputi 
perkerasan aspal dan yang tidak diaspal. Jalan dengan perkerasan aspal pada 
tahun 2015 di Pulau Timor untuk setiap kabupaten/kotanya adalah berbeda 
dimana terdapat Kabupaten/kota yang semua perkerasan jalannya aspal da 
nada yang memiliki perkerasan aspal dan juga tidak aspal.  Berikut 
merupakan panjang jalan di Kabupaten/Kota di Pulau Timor dapat dilihat 
pada tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 
 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan 
(Km) Tahun 2015 
No Kab/Kota 
Jenis Permukaan Jalan 
Jumlah Aspal Tidak 
Diaspal 
Lainnya 
1 Kupang 271,76 - - 271,76 
2 Timor Tengah Selatan 241,23 65,11 - 306,34 
3 Timor Tengah Utara 127,04 - - 127,04 
4 Belu 63,28 0,9 - 64,18 
5 Malaka 90,48 - - 90,48 
6 Kota Kupang 20,88 - - 20,88 
  Sumber : Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2016 
  
Tabel 4.11 
 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan 
 Tahun 2015 
No Kab/Kota 
Kondisi Jalan 
Baik Sedang Rusak Rusak Berat 
1 Kupang 94,55 26,85 41,81 108,55 
2 Timor Tengah Selatan 121,70 19,82 20,70 144,13 
3 Timor Tengah Utara 93,06 33,98 0,00 0,00 
4 Belu 50,51 9,77 2,05 1,70 
5 Malaka 46,01 27,42 2,35 14,70 
6 Kota Kupang 16,96 2,42 1,50 0,00 
    Sumber : Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2016 
 
Moda transportasi umum untuk angkutan orang dan barang antar 
Kabupaten/Kota di Pulau Timor terdiri dari angkutan kota seperti mobil 
penumpang, bus dan  juga truk.  Moda transportasi umum ini sangat penting 
untuk mengangkut orang dan barang Jumlah moda transportasi umum ini 
tersebar secara tidak merata pada tiap-tiap Kabupaten Kota.  
Peningkatan jumlah dan jenis angkutan sampai dengan tahun 2015  di 
setiap Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Timor terjadi pada setiap moda 
kendaraan. Khusus pada kendaraan sepeda motor memiliki jumlah yang 
sangat tinggi  dan bus yang paling rendah untuk setiap Kabupaten/Kotanya. 
Untuk Jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 
Jumlah dan Jenis Angkutan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan 
Di Pulau Timor Tahun 2015 
No Kab/Kota 
Jenis Kendaraan 
Mobil 
Penumpang 
Bus Truk 
1 Kupang 1.499 41 2.451 
2 Timor Tengah Selatan 1.373 111 1.587 
3 Timor Tengah Utara 1.292 98 1.363 
4 Belu 1.767 159 2.404 
5 Malaka 215 46 485 
6 Kota Kupang 15.641 197 7.509 
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2016 
 
Untuk Prasarana transportasi jalan, jumlah terminal di Pulau Timor 
Tahun 2015 adalah sebanyak 10 lokasi dengan rincian untuk terminal Tipe A 
sebanyak 1 lokasi, termina tipe B sebanyak  6 lokasi, terminal tipe C sebanyak 
5 lokasi. Unit Penimbangan (UPPKB) di pulau Timor hanya terdapat di Kota 
Kupang yakni di JT Oesapa.  
Tabel 4.13 
Terminal Angkutan Penumpang Berdasarkan Nama, Tipe dan Luasan(M2) 
Tahun 2015 
No Kabupaten/ Kota 
Nama 
Terminal 
Tipe Luas(M2) 
1 Kupang Noelbaki B 2.178 
Baumata C - 
2 Timor Tengah Selatan Soe B 2.613 
Soe B 2.613 
3 Belu Motaain A 3.300 
Fatubenao B 4.400 
4 Malaka Betun C - 
5 Timor Tengah Utara Kefa B 2.613 
6 Kota Kupang  Oebobo B 2.268 
  Kupang C - 
  Belo C - 
  Tabun C - 
Terminal Tipe A 1 
Terminal Tipe B 6 
Terminal Tipe C 5 
Jumlah Terminal 12 
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2016 
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4.1.3.2 Sarana Pelayanan Umum 
A. Fasilitas Pendidikan  
Kualitas pelayanan pembelajaran selain dipengaruhi oleh faktor 
kualitas guru dan jumlah guru, juga dipengaruhi oleh ketersediaan 
fasilitas penunjang pembelajaran. 
Sebaran sarana pendidikan pada SMP memperlihatkan angka yang 
cukup berbeda antar Kabupaten/kotanya. Untuk setiap persebaran 
fasilitas pendidikannya paling banyak di Kabupaten Timor Tengah 
Selatan, untuk Kabupaten Belu mengalami penurunan akibat pemekaran 
Kabupaten menjadi Kabupaten Malaka Selengkapnya dapat dilihat pada 
tabel 4.15. 
Tabel 4.15 
Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan  
Tahun 2015 
No 
 
Kabupaten /Kota 
Sarana Pendidikan (Unit) 
SD/MI SMP/MTS SMA/MA SMK PT 
1 Kupang 349 135 54 17 0 
2 Timor Tengah 
Selatan 
498 142 35 19 0 
3 Timor Tengah Utara 262 92 29 18 1 
4 Belu 141 41 19 8 1 
5 Malaka 207 58 23 5 0 
6 Kota Kupang  136 54 37 23 8 
Pulau Timor 1.593 522 197 90 10 
   Sumber : Kabupaten/Kota di Pulau Timor Dalam Angka Tahun 2016 
 Dari tabel diatas dapat dilihat pula bahwa untuk Perguruan Tinggi 
tidak terdapat pada semua Kabupaten/Kota. Perguruan Tinggi yang ada 
dengan jumlah terbanyak semuanya terpusat pada Kota Kupang dengan 
Jumlah 8 Unit.  
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B. Fasilitas Kesehatan  
Kesehatan merupakan salah satu aspek kesejahteraan dan fokus 
utama pembangunan manusia, karena kesehatan sebagai modal berharga 
bagi seseorang dalam melakukan aktifitas kehidupannya. Untuk 
meningkatkan derajat kesehatan penduduknya, Pemerintah melakukan 
berbagai program seperti memberikan kemudahan pelayanan kesehatan 
dengan penambahan tempat pelayanan kesehatan dan tenaga medis. 
Adapun sasaran utama pembangunan kesehatan adalah meningkatkan 
Angka Harapan Hidup (AHH), menurunkan Angka Kematian Bayi 
(AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) serta prevalensi gizi buruk dan gizi 
kurang. 
Pada tahun 2015 jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) yang tersedia 
di Pulau Timor sebanyak 22 unit, sebagian besar (12 unit) berada di Kota 
Kupang. Jumlah Puskesmas terbanyak ada di Kabupaten TTS, yakni 
sejumlah 37 unit. Untuk Jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.16. 
Tabel 4.16 
Jumlah dan Sebaran Fasilitas Kesehatan 
Tahun 2015 
No  
Kabupaten 
/Kota 
Fasilitas Kesehatan  
Rumah 
Sakit 
Rumah 
Sakit 
Bersalin 
Puskesmas Posyandu Klinik Polindes 
1 Kupang 1 0 26 … … 2 
2 Timor 
Tengah 
Selatan 
2 1 37 … … 70 
3 Timor 
Tengah 
Utara 
2 0 26 … … 0 
4 Belu 4 0 17 … … 45 
5 Malaka 1 0 17 … … 49 
6 Kota 
Kupang  
12 1 11 … … 5 
Pulau Timor 22 2 134 … … 171 
Sumber : Kabupaten/Kota di Pulau Timor Dalam Angka Tahun 2016 
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C. Fasilitas Ekonomi 
Fasilitas Perdagangan dan Jasa berupa pasar, mall dan 
supermarket/minimarket.  Fasilitas perdagangan ini untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari yang dominan berupa sembako. Untuk Fasilitas 
seperti Pasar terdapat di semua Kabupaten/Kota bahkan hampir setiap 
kecamatan namun disini karena yang dibahas adalah 1 Pulau Timor 
maka yang di lihat hanyalah pasar besar yang dijadikan pusat 
perbelanjaan di setiap Kabupaten/Kota. Untuk jelasnya dapat dilihat 
pada tabel 4.17. 
Tabel 4.17 
Jenis dan Jumlah Fasilitas Ekonomi 
Tahun 2015 
No Kabupaten/Kota 
Jenis 
Pasar Mall 
Supermarket/ 
Minimarket 
1 Kupang 3 0 5 
2 Timor Tengah Selatan 1 0 5 
3 Timor Tengah Utara 1 0 3 
4 Belu 2 1 2 
5 Malaka 1 0 0 
6 Kota Kupang  2 2 13 
Pulau Timor 10 3 15 
Sumber : Kabupaten/Kota di Pulau Timor Dalam Angka Tahun 2016 
Dari tabel jenis dan jumlah fasilitas ekonomi diatas  dapat dilihat 
bahwa jumlah Fasilitas perdagangan dan jasa yang ada di Pulau Timor 
sangatlah banyak jumlahnya hampir semuanya berpusat pada Kota 
Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi. 
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 Peta 4.3 Kondisi Fisik Pulau Timor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terkonsentrasinya Fasilitas 
Pendidikan Seperti Perguruan 
Tinggi 
Terkonsentrasinya Fasilitas 
Kesehatan Seperti Rumah Sakit 
Jalan Rusak 
Berat 
Terbanyak 
Tidak ada kondisi  
Jalan Rusak Berat  
Terkonsentrasinya Fasilitas Ekonomi 
/Perdagangan dan jasa Seperti 
Supermarket dan Minimarket 
Tidak ada kondisi  
Jalan Rusak Berat  
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4.2 Kondisi Tingkat Ketimpangan di Pulau Timor 
Kondisi ketimpangan antar kabupaten/kota di Pulau Timor dilihat dari 3 
Aspek yakni Aspek Ekonomi yang terdiri dari PDRB, Pendapatan Perkapita. 
Aspek Sosial dilihat dari Jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan 
Manusia sedangkan  Fisik dilihat dari ketersediaan sarana dan prasaran 
seperti transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan perdagangan 
jasa. Kondisi ketimpangan pada setiap kelompok berbeda-beda, wilayah yang 
memiliki nilai rendah pada atu aspek belum tentu memiliki nilai rendah pada 
aspek lainnya.  
Pada Aspek ekonomi seperti PDRB terdapat 1 wilayah yang tergolong 
memiliki nilai yang tinggi yaitu Kota Kupang, pertumbuhan ekonomi 
tertinggi pada 3 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu 
dan Kota Kupang. Pada aspek sosial seperti Jumlah penduduk  terdapat 1 
wilayah yang memiliki penduduk tertinggi dengan Indeks Pembangunan 
Manusia yang rendah yaitu Kabupaten Timor tengah Selatan dan Jumlah 
Penduduk terendah pada kabupaten Malaka dengan memiliki Indeks 
Pembangunan Manusia yang rendah pula. Pada aspek Fisik seperti 
Transportasi  terdapat wilayah yang memiliki kondisi yang baik dan ada juga 
yang memiliki kondisi yang buruk  sedangkan pada aspek fisik seperti 
fasilitas ada juga wilayah atau Kabupaten/kota yang terdapat banyak 
jumlahnya ada bahkan ada juga yang tidak sama sekali. Hal ini membuktikan 
bahwa suatu daerah memiliki beragam karakteristik, dan apabila daerah 
tersebut tergolong kurang berkembang, bukan berarti wilayah tersebut tidak 
memiliki kekuatan untuk berkembang 
 Pada dasarnya Semakin besar angka indeks Williamson berarti semakin 
melebar kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin 
rendah indeks ini maka semakin kecil kesenjangan wilayahnya.  
Hasil analisis Indeks Williamson dengan menggunakan data PDRB per 
kapita tahun 2011-2015 atas dasar harga konstan (ADHK) di Pulau Timor 
disajikan pada tabel berikut. 
 
Tabel 4. 18 
Angka Indeks Williamson 
Di Pulau Timor 
Tahun 
Nilai Indeks 
Williamson (IW) 
Kriteria 
2011 0.68 Tinggi 
2012 0.74 Tinggi 
2013 0.77 Tinggi 
2014 0.73 Tinggi 
2015 0.71 Tinggi 
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0.68
0.74
0.77
0.73
0.71
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
Tingkat Ketimpangan
Rata-rata 0.73   
Hasil Indeks Williamson, Ketimpangan wilayah di Pulau Timor 
termasuk dalam ketimpangan level tinggi. Indeks Ketimpangan di Pulau 
Timor pada Tahun 2015 mencapai 0.71,  Menurut Sjafrizal (2008)  bila Vw 
mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila Vw mendekati 0 berarti sangat 
merata. Untuk mendapat gambaran lebih konkrit, Pada diagram serta tabel 
5.1 memberikan hasil perhitungan indeks Williamson untuk Pulau Timor 
pada periode 2011-2015. 
Gambar 4. 6 
Perkembangan Nilai Indeks Williamson di Pulau Timor 
Tahun 2011-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terlihat bahwa ketimpangan yang terjadi di Pulau Timor dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan namun mulai berkurang  pada tahun 2014 
hingga 2015 meskipun begitu tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan 
pada indeks ketimpangan tersebut. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan 
ekonomi secara horizontal antar kabupaten/kota semakin baik, artinya 
semakin banyak aktifitas pembangunan maka tingkat disparitas akan semakin 
berkurang.  Tingkat ketimpangan yang tinggi terjadi karena kegiatan 
perekonomian maupun pembangunan hanya berpusat di satu wilayah saja, 
seperti Kota Kupang sebagai Ibukota. 
Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Pulau Timor berdasarkan Indeks 
Williamson dapat dikelompokan ke dalam kategori wilayah dengan tingkat 
ketimpangan rendah dengan nilai indeks williamson < 0,3, tingkat 
ketimpangan sedang dengan nilai indeks williamson antar 0,3-0,5. Hasil 
indeks williamson untuk rata-rata ketimpangan pembangunan antar 
kabupaten/kota di Pulau Timor menunjukan bahwa ketimpangan 
pembangunan di wilayah tersebut merata yakni hampir semuanya mendekati 
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2011 2012 2013 2014 2015
Kupang 0.0244 0.0492 0.0896 0.1424 0.1323
Timor Tengah Selatan 0.2484 0.2737 0.3317 0.4015 0.3696
Timor Tengah Utara 0.1071 0.1275 0.1661 0.0351 0.1932
Belu 0.4769 0.5253 0.4463 0.1090 0.0981
Malaka 0.1737 0.1762 0.2078 0.2528 0.2360
Kota Kupang 0.2483 0.2575 0.2617 0.2455 0.2558
0.0000
0.1000
0.2000
0.3000
0.4000
0.5000
0.6000
C
V
w
0. Adapun kesenjangan wilayah di Pulau Timor berdasarkan Indeks 
Williamson dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan Gambar 5.2. 
 
Tabel 4.19 
Angka Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota di Pulau Timor Tahun 2011-
2015 
No Kabupaten/Kota 
Indeks Williamson 
2011 2012 2013 2014 2015 
1 Kupang 0.02 0.05 0.09 0.14 0.13 
2 Timor Tengah Selatan 0.25 0.27 0.33 0.40 0.37 
3 Timor Tengah Utara 0.11 0.13 0.17 0.04 0.19 
4 Belu 0.48 0.53 0.45 0.11 0.10 
5 Malaka 0.17 0.18 0.21 0.25 0.24 
6 Kota Kupang  0.25 0.26 0.26 0.25 0.26 
Sumber : Hasil Analisa Tahun 2017 
Gambar 4.7 
Perkembangan Nilai Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota di 
Pulau Timor Tahun 2011-2015 
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BAB V 
ANALISA DAN PEMBAHASAN  
 
5.1 Analisa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketimpangan  
Pada bab sebelumya telah dijelaskan berdasarkan teori bahwa ada 
banyak factor yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar daerah 
diantaranya perbedaan sumberdaya alam yang dimiliki antar daerah yang 
didasari pemikiran klasik yang menyatakan bahwa pembangunan didaerah 
yang kaya sumberdaya alam akan cenderung lebih maju dan masyarakatnya 
lebih makmur disbanding daerah yang miskin sumber daya alam (Tambunan, 
2001). Masih banyak lagi teori yang menjelaskan tentang factor-faktor yang  
berpengaruh terhadap ketimpangan. Tetapi untuk mengetahui dan mengkaji 
lebih dalam factor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana 
terjadinya disparitas antar wilayah tidak hanya cukup  melalui teori tetapi 
juga membutuhkan data sekunder maupun data primer yang ditemukan 
dilapangan kemudian diolah dengan analisis factor. 
Dalam analisis factor variabel-variabel yang diteliti sebanyak 5 variabel. 
Pada tahap awal akan dihitung koefisien korelasi antar variabel yang 
selanjutnya disusun dalam matriks korelasi. Matrik ini mencerminkan 
kedekatan hubungan antar variabel. Variabel-variabel yang berkorelasi 
secara substansial berarti variabel-variabel tersebut mamiliki nilai factor 
variansi yang sama. Nilai elemen matriks korelasi dihitung dengan 
menggunakan SPSS 14.0 for Windows Evaluation, dan harus memenuhi 
besaran nilai KMO.  
5.1.1 Uji MSA (Measure Of Sampling Adequancy) 
Uji KMO MSA (Kaiser Meiyer Olkin Measure of Sampling Adequancy) 
digunakan untuk melihat indikator tersebut layak untuk masuk dalam analisis 
faktor lebih lanjut. Jika nilai KMO MSA (Kaiser Meiyer Olkin Measure of 
Sampling Adequancy) lebih besar dari 0,5 maka proses analisis dapat 
dilanjutkan. 
Hipotesis dalam Uji MSA adalah 
 H0 : Variabel tidak layak untuk masuk dalam analisis selanjutnya, 
 H1 : Variabel layak untuk masuk dalam analisis selanjutnya  
H0 ditolak jika sig < 0.05 
 
Tabel 5.1 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .608 
Approx. Chi-Square 27.214 
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Bartlett's Test of 
Sphericity 
df 10 
Sig. .002 
  Sumber : Hasil Analisis 2017 
Berdasarkan angka K-M-O Measure of Sampling Adequacy (MSA) 
menunjukkan 0,608 (60,80%) dan p-value (signifikansi) 0,002 lebih kecil 
dari 0,05 artinya bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam analisis 
factor ini dapat diproses lebih lanjut. 
Selanjutnya proses reduksi variable pada tahap awal yaitu melihat 
indicator mana saja yang tidak layak untuk masuk dalam analisis faktor 
dengan cara mereduksi subvariabel yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,5. 
Pada bagian tabel anti image correlation dapat diketahui besaran nilai MSA 
untuk setiap indikator. Indikator dengan nilai kurang dari 0,5 tidak dapat 
masuk dalam analisis faktor selanjutnya. 
Tabel 5.2 
   Anti-image 
 
a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa  terdapat variabel yang memiliki 
MSA diatas O,5 seperti PDRB, IPM, Fasilitas, Transportasi dan Pendapatan 
Perkapita. Nilai  MSA per variabel yang dapat memunjukkan lebih rinci 
variabel mana saja yang layak untuk masuk dalam analisis factor selanjutnya 
dapat dilihat pada tabel 5.5 
 
 
 
 PDRB IPM Fasilitas Transpor
tasi 
Pendapatan 
perkapita 
Anti-
image 
Covarianc
e 
  
  
  
  
PDRB .008 -.004 .004 -.022 .005 
IPM -.004 .003 -.005 .013 -.004 
Fasilitas .004 -.005 .386 .015 .003 
Transportasi -.022 .013 .015 .082 -.019 
Pendapatanperkapita .005 -.004 .003 -.019 .007 
Anti-
image 
Correlatio
n 
  
  
  
  
PDRB .601(a) -.909 .079 -.852 .711 
IPM -.909 .563(a) -.159 .830 -.928 
Fasilitas .079 -.159 .977(a) .083 .060 
Transportasi -.852 .830 .083 .508(a) -.774 
Pendapatanperkapita .711 -.928 .060 -.774 .611(a) 
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Tabel 5.3 
Nilai MSA Variabel 
No Variabel Nilai MSA 
1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .601(a) 
2 Indeks Pembangunan Manusia .563(a) 
3 Fasilitas  .977(a) 
4 Transportasi .508(a) 
5 Pendapatan Perkapita .611(a) 
  Sumber : Hasil Analisa, 2017 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa seluruh variabel 
yang memiliki nilai MSA lebih dari 0,5 mak layak masuk dalam analisis 
factor selnjutnya. 
Tahap selanjutnya yaitu ekstraksi. Pada tahap ini akan dilakukan reduksi 
terhadap data.Secara umum hasil pengoperasian akan menghasilkan factor-
faktor yang akan tersusun menurut kepentingan masing-masing, sehingga 
factor pertama akan menjadi factor terpenting pertama, factor terpenting 
kedua dan demikian seterusnya. Pada Tabel communalities angka-angka 
yang terbentuk memiliki arti bahwa semakin kecil besaran komunalita suatu 
variabel berarti semakin lemah hubungannya dengan factor yang 
berpengaruh Seperti variabel PDRB angka yang terbentuk adalah 0,972 
berarti merupakan factor yang berpengaruh. 
Tabel 5.4 
Communalities 
  Initial Extraction 
PDRB 1.000 .972 
IPM 1.000 .969 
Fasilitas 1.000 .612 
Transportasi 1.000 .697 
Pendapatanperkapita 1.000 .969 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
5.1.2 Rotasi Varimax Terhadap Faktor-Faktor yang Terbentuk 
Selanjutnya adalah  hasil variance explained  di jelaskan bahwa 
kemampuan setiap factor mewakili variabel-variabel yang dianalisis 
ditunjukkan oleh besarnya varians yang dijelaskan menunjukan bahwa dari 
total enam(5) komponen variabel diekstrak menjadi satu (1) faktor, dengan 
nilai tingkat keberartian (eigenvalue) terhadap disparitas antar sub wilayah 
sebagai berikut  
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Tabel 5.5 
Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 
  Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% 
1 4.219 84.383 84.383 4.219 84.383 84.383 
2 .577 11.534 95.916       
3 .177 3.532 99.448       
4 .026 .519 99.966       
5 .002 .034 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total  factor ini akan dapat menjelaskan 84,38% dari variabilitas ke 5 
variabel asli tersebut. Susunan eigenvalue/tingkat keberartian selalu 
diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan ketentuan bahwa 
angka eigenvalue dibawah satu tidak digunakan dalam menghitung jumlah 
faktor yang terbentuk. Untuk melihat adanya pengaruh dapat dilihat pada 
tabel komponen matrik dibawah ini dapat dilihat faktor loading (bobot faktor) 
yaitu besar korelasi antara suatu variabel dengan faktor yang terbentuk. 
Tabel 5.6 
Component Matrix 
  
  
Component 
1 
PDRB .986 
IPM .984 
Fasilitas .783 
Transportasi .835 
Pendapatan perkapita .985 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
Dari tabel diatas diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
disparitas antar Kabupaten/Kota di Pulau Timor berdasarkan tingkat 
keberartian  adalah Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan per Kapita, 
Indeks Pembangunan Manusia, Transportasi, dan Fasilitas. 
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5.1.3 Interpretasi Analisis Faktor Ekonomi 
Berdasarkan hasil analisa statistik terdapat pengaruh yang signifikan 
dari variabel PDRB terhadap tingkat Ketimpangan antar kabupaten/kota di 
Pulau Timor. Variabel dengan memiliki nilai keberartian atau nilai terbesar 
yakni 0,986%. Pada masing-masing Kabupaten/Kota di Pulau Timor, Kota 
Kupang memiliki PDRB tertinggi dan yang cukup besar dibandingkan 
dengan Kabupaten/kota lainnya. Ketimpangan yang terjadi pada sektor 
ekonomi ini berhubungan dengan kontribusi suatu daerah terhadap PDRB 
dan pertumbuhan ekonominya. Kontribusi ini juga berkaitan erat dengan 
potensi yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Timor. Potensi 
yang dimaksud disini bisa saja terdapat Kabupaten/kota yang memiliki 
potensi homogen dan ada juga yang memiliki potensi heterogen. Potensi yang 
homogen sebagian besar bergantung pada pertumbuhan sektor pertanian yang 
sangat bergantung pada daya dukung lahan dan iklim  seperti Kabupaten 
Timor Tengah Selatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan memiliki 
kontribusi penting dalam struktur ekonomi wilayah namun tidak dengan 
sektor lainnya. Sedangkan Kota Kupang memiliki potensi heterogen dimana 
hamper semua sektor memiliki kontribusi yang besar terhadap struktur 
ekonomi wilayah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini: 
 
Tabel 5.7 
Strukur Ekonomi (%)  Antar Kabupaten/Kota di Pulau Timor 
Tahun 2015 
Kategori Uraian 
Kabupaten/Kota 
Kupang 
Timor 
Tengah 
Selatan 
Timor 
Tengah 
Utara 
Belu Malaka 
Kota 
Kupang 
A Pertanian, 
Kehutanan, 
dan Perikanan 
44,72 45,93 42,83 23,22 40,32 2,35 
B Pertambangan 
dan 
Penggalian 
1,98 2,17 2,13 3,84 1,22 0,12 
C Industri 
Pengolahan 
1,87 0,63 1,11 1,11 1,75 1,52 
D Pengadaan 
Listrik, Gas 
0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 0,10 
E Pengadaan 
Air 
0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,14 
69 
 
Kategori Uraian 
Kabupaten/Kota 
Kupang 
Timor 
Tengah 
Selatan 
Timor 
Tengah 
Utara 
Belu Malaka 
Kota 
Kupang 
F Konstruksi 11,32 8,20 11,57 8,15 12,57 16,41 
G Perdagangan 
Besar dan 
Eceran, dan 
Reparasi 
Mobil dan 
Sepeda Motor 
12,38 6,25 4,22 13,61 4,41 14,34 
H Transportasi 
dan 
Pergudangan 
5,14 1,43 5,84 4,86 6,48 8,35 
I Penyediaan 
Akomodasi 
dan Makan 
Minum 
0,17 0,09 0,78 0,36 0,10 1,72 
J Informasi dan 
Komunikasi 
4,43 7,11 5,64 4,46 6,41 13,10 
K Jasa 
Keuangan 
0,64 2,81 2,05 5,78 1,33 7,33 
L Real Estate 1,50 2,90 2,92 2,62 2,67 3,63 
M,N Jasa 
Perusahaan 
0,04 0,08 0,11 0,70 0,04 0,79 
O Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan 
dan Jaminan 
Sosial Wajib 
11,04 13,60 11,74 11,68 13,87 8,18 
P Jasa 
Pendidikan 
3,79 6,02 6,38 14,12 4,92 14,27 
Q Jasa 
Kesehatan 
dan Kegiatan 
Sosial 
0,77 1,65 1,65 2,16 1,20 3,92 
R,S,T,U Jasa lainnya 0,16 1,08 0,97 3,30 2,67 3,73 
Sumber : PDRB Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupetan/Kota Tahun 2011-2015 
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5.1.4 Interpretasi Analisis Faktor Sosial 
5.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia 
Berdasarkan hasil analisa secara statistik Indeks Pembangunan Manusia 
berpengaruh terhadap terjadinya ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Pulau 
Timor  dengan nilai sebesar 0,984%. Sesuai dengan hal ini sumberdaya 
manusia sangat penting bagi suatu wilayah. Namun tanpa kualitas yang 
memadai sumberdaya manusia ini kurang dapat berperan optimal dalam 
kemajuan wilayah. Perbedaan kualitas sumberdaya manusia yang dimaksud 
adalah tingkat pendidikan masyarakat, serta tingkat pendidikan pekerja. 
Tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat 
dan nilai jual masyarakat itu sendiri. Pekerja dengan tingkat pendidikan 
rendah dan kemampuan rendah akan sulit mendapatkan pekerjaan dan 
pendapatan yang baik. 
Kesehatan merupakan salah satu investasi, dengan kesehatan yang baik, 
produktifitas kerja dapat meningkat. Masyarakat dapat melakukan usaha-
usaha untuk menyejahterakan kehidupannya. Perbedaan taraf/ tingkat 
kesehatan yang dimaksud adalah angka harapan hidup serta angka kematian 
bayi. Beberapa wilayah di Pulau Timor memiliki angka harapan hidup yang 
rendah seperti Kabupaten Belu dan Kabupaten Kupang. Hal ini 
mengindikasikan kesehatan masyarakat masih belum bisa dikatakan baik, 
selain itu laju pertumbuhan penduduk menjadi rendah dan dapat menghambat 
regenerasi penduduk. 
Secara umum Rata-rata kemampuan daya beli masyarakat dipengaruhi 
oleh jumlah penduduk miskin. Keberadaan jumlah penduduk miskin sangat 
berkorelasi dengan tingkat penghasilan yang rendah sehingga kemampuan 
daya belinya juga rendah. Di Pulau Timor tingkat daya beli masyarakat atau 
pengeluaran masyarakat yang terus mengalami peningkatan  menandakan 
kualitas hidup manusia berada dalam taraf hidup yang baik serta jumlah 
penduduk miskin semakin berkurang. 
5.1.5 Interpretasi Analisis Fisik 
5.1.5.1 Analisa Transportasi 
Berdasarkan analisis terhadap ketersediaan sarana dan prasarana sebagai 
faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap terjadinya disparitas di 
Pulau Timor dengan nilai sebesar 0,835%. Jalan sebagai prasarana 
transportasi. Jalan sangat penting bagi mobilitas barang dan jasa, migrasi 
maupun lainnya. Terhambatnya mobilitas akan berdampak pada 
terhambatnya hubungan antar wilayah. Seperti yang dikatakan Sjafrizal 
(2008) terhambatnya mobilitas dapat mengakibatkan kelebihan produksi sulit 
untuk dikirim ke daerah lain yang membutuhkan begitupun sebaliknya dan 
hal ini juga berlaku untuk tenaga kerja. Kualitas infrastruktur juga menjadi 
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salah satu daya tarik bagi investor, jika infrastruktur buruk maka investor 
akan enggan untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.  Sarana dan 
prasarana transportasilah yang paling mempengaruhi terhadap terjadinya 
disparitas tersebut. Transportasi adalah urat nadi bagi perkembangan suatu 
daerah, karena dengan transportasi yang baik potensi-potensi daerah dapat 
dipasarkan kedunia luar dan dengan transportasi pula penduduk dapat 
memenuhi kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan 
kebutuhan lainnya. 
 
Tabel 5.8 
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan 
Tahun 2015 
No Kab/Kota 
Kondisi Jalan 
Baik Sedang Rusak 
Rusak 
Berat 
1 Kupang 94,55 26,85 41,81 108,55 
2 Timor Tengah 
Selatan 
121,70 19,82 20,70 144,13 
3 Timor Tengah 
Utara 
93,06 33,98 0,00 0,00 
4 Belu 50,51 9,77 2,05 1,70 
5 Malaka 46,01 27,42 2,35 14,70 
6 Kota Kupang 16,96 2,42 1,50 0,00 
Sumber : Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2016 
 
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jalan rusak berat terbanyak terdapat 
pada Kabupaten Timor Tengah selatan sehingga bisa diklasifikasikan bahwa 
pembangunan yang terjadi tidaklah berkonsentrasi pada kabupaten Timor 
Tengah Selatan. 
5.1.5.2 Analisa Fasilitas 
Berdasarkan hasil analisa dapat diketahui bahwa indikator fasilitas yang 
terdiri dari fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi memiliki pengaruh 
terhadap ketimpangan yang terjadi di Pulau Timor dengan nilai sebesar 
0,783%. Hal ini sejalan dengan hipotesis awal bahwa jumlah fasilitas yang 
tidak merata pada setiap Kabupaten/Kota di Pulau Timor  dapat 
menyebabkan terjadinya ketimpangan. Secara umum Pendidikan, kesehatan 
dan ekonomi merupakan suatu tujuan pembangunan yang sangat mendasar, 
pendidikan merupakan suatu hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang 
berharga. Pembangunan manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan 
akan memberikan  dampak balik terhadap peningkatan mutu masyarakat. Jika 
semakin baik tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam hal ini bisa 
dilihat dari tingkat penduduk buta huruf  serta angka harapan hidup yang 
72 
 
sedikit maka daerah tersebut bisa memiliki kesempatan yang lebih besar 
menjadi daerah maju. jika fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi pada 
suatu wilayah tidak cukup atau tidak seimbang dengan jumlah penduduknya 
maka ketimpangan akan terus meningkat. 
5.2 Tipologi Ketimpangan Berdasarkan Faktor yang 
Berpengaruh Menggunakan Metode Multidimensional 
Scaling 
Analisis Multidimensional Scaling (MDS) digunakan untuk mengetahui 
pola kesenjangan wilayah.  Hasil dari metode ini yakni akan diketahui 
perbedaan atau persamaan kesenjangan antar wilayah yang dimiliki pada 
Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Timor. Analisis ini mempermudah 
penyampaian informasi yang terkandung dalam data kedalam bentuk gambar 
atau peta. Analisis Multidimensional Scaling (MDS) merupakan suatu alat 
matemmatis yang berfungsi untuk menampilkan kedekatan antar obyek-
obyek secara spasial dalam sebuah peta.  
Dalam MDS yang dimaksud dengan “kedekatan” dalam hal ini 
serangkaian angka yang menunjukkan kemiripan atau kesamaan dan 
perbedaan atau kesenjangan antar dua atau lebih objek. Jadi tujuan utama 
Analisis Multidimensional Scaling (MDS) adalah untuk memetakan obyek-
obyek dalam sebuah ruang Multidimensi sedemikian hingga posisi relative 
masing-masing obyek tersebut menggambarkan derajat kedekatan antara 
oyek yang satu dengan yang lainnnya. Dengan menggunakan  Analisis 
Multidimensional Scaling (MDS) nilai-nilai akan digambarkan berdasarkan 
tingkat kemiripan antar objek yang disebut proximity yang terbagi menjadi 
similarity (mirip) dan dissimilarity (tidak mirip).  
Analisa menggunakan Multidimensional Scaling ini juga data yang 
digunakan adalah data yang telah dianalisis pada analisis factor pada sub bab 
sebelumya (Data diurutkan berdasarkan yang paling berpengaruh) yakni : 
a. Produk Domestik Regional Bruto 
b. Pendapatan Perkapita 
c. Indeks Pembangunan Manusia 
d. Transportasi 
e. Fasilitas 
Tabel 5.9 
 Rata-rata nilai dari setiap Variabel 
Kabupaten/Kota PDRB IPM 
Pendapatan 
Per kapita 
Transportasi Fasilitas 
Kupang                   Sedang Rendah Sedang Tinggi Rendah 
Timor Tengah Selatan     Sedang Rendah Rendah Tinggi Tinggi 
Timor Tengah Utara       Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi 
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Kabupaten/Kota PDRB IPM 
Pendapatan 
Per kapita 
Transportasi Fasilitas 
Belu                     Rendah Rendah Sedang Rendah Tinggi 
Malaka                   Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 
Kota Kupang              Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 
 Sumber : Hasil Analisa, 2017 
 
5.2.1 Uji Model MDS 
Menguji Multidimensional Scaling (MDS) dengan menentukan nilai 
stress. Untuk Multidimensional Scaling (MDS) berdasarkan Stress Adalah 
suatu ukuran yang digunakan untuk menilai suatu konfigurasi dari objek 
sebagai titik-titik dalam dimensi q sudah baik atau belum. Dalam perhitungan 
komputer ALSCAL (Alternatif Least Square Scaling) stress adalah ukuran 
kesalahan (Lack of fit or error). Semakin kecil nilai stress akan memberi 
indikasi bahwa semakin kecil error antara jarak dan nilai kemiripan dari ruang 
yang disajikan. Nilai sempurna dari Multidimensional Scaling jika nilai 
Stress  <2,5%. 
Hasil uji kecocokan model multidimensional scaling pada SPSS : 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kriteria nilai Stress, multidimensional scaling dengan nilai 
Stress 2,66% mendekati 0 dan nilai RSQ 99,9% mendekati 1 dianggap baik. 
Artinya analisis multidimensional scaling ini bisa digunakan dalam penelitian 
ini. Karena jika nilai Stress menunjukkan multidimensional dengan nilai 
Stress yang buruk maka proses multidimensional scaling tidak bisa 
digunakan dalam penelitian ini sehingga memerlukan metode analisis yang 
lainnya selain multidimensional scaling. 
Hasil analisis multidimensional scaling dengan SPSS menunjukkan 
Kabupaten/Kota  yang diteliti dapat dilihat pada peta spatial dalam dua 
dimensi seperti di bawah ini : 
 
 
 
 
 
                For  matrix 
    Stress  =   .02660      RSQ =  .99882 
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Keterangan: 
Var 1 : Kab.Kupang  Var 2 : Kab. Timor Tengah Selatan 
Var 3 : Kab. Timor Tengah Utara Var 4 : Kab. Bel 
Var 5 : Kab. Malaka  Var 6 : Kota Kupang 
Berdasarkan hasil analisi Multidimensional Scaling di Pulau Timor 
dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe kelompok wilayah sebagai berikut : 
1. Kelompok 1 Sangat Maju 
Kelompok 1 adalah wilayah-wilayah yang termasuk dalam kuadran 
1, dan memiliki ciri PDRB yang sangat tinggi, Indeks 
Pembangunan Manusia yang tinggi, memiliki jalur transportasi 
dengan kondisi yang baik, memiliki tingkat pendidikan tinggi yang 
dilihat dari jumlah fasilitas  yang tinggi, serta pendapatan perkapita 
masyarakat yang tinggi. Wilayah yang masuk dalam kuadran ini 
adalah Kota Kupang, Kuadran ini merupakan kelompok yang 
paling dominan dan memicu terjadinya ketimpangan wilayah di 
Pulau Timor. 
2. Kelompok 2  Maju 
Kelompok 2 terdiri dari Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor 
Tengah Selatan dan memiliki ciri-ciri  PDRB dan Pendapatan 
Perkapita Sedang, memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang 
rendah dan memiliki fasilitas rendah tetapi memiliki jalur dengan 
kondisi transportasi yang baik. Secara umum Kabupaten Kupang 
dan Kabupaten Timor Tengah Selatan masuk dalam kuadran 2 
dimana merupakan kelompok maju ini bisa dikatakan bahwa  
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terjadinya pertumbuhan pesat pada sebuah kota maju akibat 
kegiatan ekonomi yang begitu tinggi dapat memberikan dampak 
yang baik bagi pertumbuhan  daerah-daerah atau Kabupaten-
kabupaten yang memiliki jarak dekat dengan Kota.  
3. Kelompok 3 Cukup Maju 
Kelompok 3 terdiri dari 1 kabupaten yakni Kabupaten Malaka, 
memiliki ciri-ciri memiliki PDRB dan Indeks Pembangunan 
manusia  dan Pendapatan perkapita yang rendah tetapi memiliki 
jalur transportasi yang baik serta mamiliki nilai fasilitas yang 
tinggi. Kabupaten Malaka merupakan kabupaten hasil pemekaran 
dari Kabupaten Belu, secara umum jika Kabupaten malaka masuk 
dalam kuadran III yakni Cukup Maju tidak bisa dipungkiri bahwa 
bisa saja Kabupaten Malaka memilik potensi untuk berkembang 
meskipun merupakan Kabupaten yang baru mekar. 
4. Kelompok 4 berkembang 
Kelompok 4 terdiri dari 2 Kabupaten yakni Kabupaten Timor 
Tengah Utara dan Kabupaten Belu, memiliki ciri-ciri PDRB yang 
rendah, Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, memiliki jalur 
transportasi yang kurang baik,  namun memiliki nilai fasilitas yang 
tinggi. Dari hasil analisa Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor 
Tengah Utara  merupakan wilayah tertinggal  di Pulau Timor dan 
paling perlu mendapatkan perhatian lebih untuk  mengejar 
ketertinggalan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya. 
Berikut akan dijelaskan  keterkaitan antar setiap sasarannya, seperti Kota 
Kupang masuk dalam Kuadran I yakni tipe sangat maju dimana rata-rata 
semua nilai variabel adalah tinggi. Dikatakan tinggi dikarenakan  hasil  dari 
sasaran II yakni hasil dari analisis factor telah disusun berdasarkan nilai 
kepentingan atau dengan kata lain sangat berpengaruh . untuk jelasnya dapat 
dilihat pada tabel 5.10 
Tabel 5.10 
 Keterkaitan antar Setiap Sasaran 
Kabupaten/
Kota 
PDRB IPM 
Pendap
atan 
Per 
kapita 
Transp
ortasi 
Fasilitas Hasil 
Kupang                   Sedang Rendah Sedang Rendah Tinggi Kuadran II 
(Maju) 
Timor 
Tengah 
Selatan     
Sedang Rendah Rendah Tinggi Tinggi Kuadarn II 
(Maju) 
Timor 
Tengah 
Utara       
Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Kuadran IV 
(Berkembang) 
Belu                     Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Kuadran IV 
(Berkembang) 
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Kabupaten/
Kota 
PDRB IPM 
Pendap
atan 
Per 
kapita 
Transp
ortasi 
Fasilitas Hasil 
Malaka                   Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah Kuadran III 
(Cukup Maju) 
Kota 
Kupang              
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Kuadran I 
(Sangat Maju) 
Sumber : Hasil Analisa, 2017 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembangunan wilayah pada 
suatu kota dapat memberikan dampak terhadap wilayah yang lainnya.  
Berdasarkan kuadran dapat dilihat Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor 
Tengah Selatan merupakan tipe maju, hal ini sejalan dengan teori bahwa 
Wilayah Kabupaten yang memiliki jarak dekat dengan kota juga terkena 
dampaknya, dampak yang dimaksud disini adalah dampak positif dalam 
pembangunan wilayah dan seterusnya. Untuk Jelasnya dapat dilihat pada Peta 
5.1. 
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Peta 5.1 
Tipologi Ketimpangan Wilayah di Pulau Timor 
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BAB  VI 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
6.1 Kesimpulan 
Pembangunan itu harus merata disegala sektor dan disemua tempat yang 
dikemukakan oleh ahli yang menganut paham teori pembangunan yang 
seimbang (balance development) Selama ini ketidakmerataan pembangunan 
dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas antar daerah. Disparitas 
dipandang sebagai hal yang negatif karena dianggap dapat mengancam 
stabilitas wilayah. 
Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar daerah 
diantaranya yaitu perbedaan potensi sumberdaya alam. Daerah yang 
memiliki potensi sumberdaya alam yang lebih potensial cenderung akan 
dapat berkembang dan cepat pertumbuhannya dibanding daerah yang minim 
akan sumberdaya. Kebijakan pemerintah disatu sisi akan dapat mengurangi 
disparitas antar daerah namun disisi lain dapat pula mengakibatkan disparitas 
semakin melebar apabila dalam pelaksanaan pembangunan tidak memiliki 
konsep perencanaan yang jelas dan tidak memiliki skala prioritas dalam 
artian lebih mementingkan kepentingan elite politik dibanding potensi dan 
kebutuhan masyarakat.  
Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis faktor terdapat 
beberapa faktor yang dinyatakan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah 
di Pulau Timor dan juga factor yang tidak berpengaruh berdasarkan hasil 
analisa factor menggunakan SPSS, faktor tersebut yaitu Faktor berpengaruh 
:Perbedaan nilai PDRB yang sangat jauh antar Kabupaten/Kotanya, 
Perbedaan Indeks Pembangunan Manusia, Perbedaan taraf/ tingkat kesehatan 
masyarakat, Perbedaan fasilitas pendidikan serta kesehatan dan Perdagangan 
jasa , Perbedaan kualitas infrastruktur (Jakan), dan perbedaan  Pendapatan 
perkapita masyarakatnya. Sedangkan factor tidak berpengaruh adalah 
kependudukan. 
Berdasarkan analisis Tipologi menggunakan metode Multidimensional 
Scaling  di Pulau Timor dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe kelompok 
wilayah yakni : Kelompok 1 Sangat MajuKelompok 1 adalah wilayah-
wilayah yang termasuk dalam kuadran 1, Wilayah yang masuk dalam 
kuadran ini adalah Kota Kupang.Kelompok 2  Maju, Kelompak 2 terdiri dari 
Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kelompok 3 
Cukup Maju, Kelompok 3 terdiri dari 1 kabupaten yakni Kabupaten Malaka. 
Kelompok 4 Kurang Maju, Kelompok 4 terdiri dari 2 Kabupaten yakni 
Kabupaten Timor Tengah Utara dan Belu,  
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6.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil temuan hasil studi dan kesimpulan di atas, Tipologi  
dapat memberikan gambaran tentang ketimpangan yang terjadi di Pulau 
Timor  pula diusulkan beberapa rekomendasi bagi pemeritah dan bagi peneliti 
selanjutnya:  
 Pemerintah harus bisa mengenali potensi dan kelemahan wilayah 
masing-masing. Setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri 
yang apabila dikenali dan secara kreatif dikembangkan, akan 
menjadi nilai tambah bagi wilayah tersebut.  
 Pemerintah mencari peluang untuk mengembangkan potensi 
wilayah dan bisa bersaing dengan wilayah lainnya. Terkadang 
potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah juga dimiliki oleh wilayah 
lain sehingga timbul persaingan. Oleh karena itu, pemerintah harus 
pintar dalam mencari peluang.  
 Menjalin kerjasama antar wilayah agar dapat saling melengkapi. 
Kerjasama antar wilayah tentu sangat dibutuhkan, kerjasama yang 
dapat terjadi seperti ekspor impor, pertukaran pelajar dan lain 
sebagainya. 
  Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat strategi dan 
konsep dalam mengurangi ketimpangan yang terjadi di Pulau Timor 
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Analisa Skalogram 
Jumlah Fasilitas di Pulau Timor Tahun 2015 
No 
Kabupaten/ 
Kota 
Fasilitas 
Jumlah 
SMP SMA PT 
Rumah 
Sakit 
Rumah 
Sakit 
Bersalin 
Puskesmas Pasar Mall 
Supermarket/ 
Minimarket 
1 Kupang 133 71 0 1 0 26 3 0 5 239 
2 Timor Tengah 
Selatan 
139 54 0 2 1 37 1 0 5 239 
3 Timor Tengah 
Utara 
91 47 1 2 0 26 1 0 3 171 
4 Belu 40 27 1 4 0 17 2 1 2 94 
5 Malaka 58 28 0 1 0 17 1 0 0 105 
6 Kota Kupang 52 60 8 12 1 11 2 2 13 161 
Pulau Timor 513 287 10 22 2 134 10 3 28 1009 
Sumber : Kabupaten/Kota di Pulau Timor Dalam Angka Tahun 2016 
 
 
 
 
 
 
Nilai Komposit 
No 
Kabupaten/ 
Kota 
Fasilitas 
Jumlah 
SMP 
(3) 
SMA 
(5) 
PT 
(7) 
Rumah 
Sakit (7) 
Rumah 
Sakit 
Bersalin (7) 
Puskes
mas(5) 
Pasar 
(5) 
Mall 
(5) 
Supermarket/Mi
nimarket (3) 
1 Kupang 399 665 0 7 0 130 15 0 15 1231 
2 
Timor 
Tengah 
Selatan 
417 270 0 14 7 185 5 0 15 913 
3 
Timor 
Tengah 
Utara 
273 235 7 14 0 130 5 0 9 673 
4 Belu 120 135 7 28 0 85 10 5 6 396 
5 Malaka 174 290 0 0 0 85 5 0 0 554 
6 
Kota 
Kupang 
156 300 56 84 14 55 10 10 39 724 
Pulau Timor 1539 1895 70 147 21 670 50 15 84 4491 
 
 
 
Rata-rata nilai dari setiap Variabel 
Kabupaten/ Kota PDRB IPM Transportasi Fasilitas 
Pendapatan 
Per kapita 
Kupang                   3968.15 62.04 0.049 1231 11402.394 
Timor Tengah Selatan     3928.15 59.9 0.078 913 8552.285 
Timor Tengah Utara       2379.64 60.96 0.047 673 9724.168 
Belu                     2378.69 60.54 0.051 396 11503.593 
Malaka                   1530.43 57.51 0.078 554 8484.383 
Kota Kupang              13013.13 77.95 0.12 724 33292.135 
Rata-Rata 4533.03167 63.15 0.0705 721 13826.493 
 
Kabupaten/Kota PDRB IPM Transportasi Fasilitas 
pendapatan 
Per kapita 
Kupang                   Sedang Rendah Rendah 
Tinggi 
Sedang 
Timor Tengah Selatan     Sedang Rendah Tinggi 
Tinggi 
Rendah 
Timor Tengah Utara       Rendah Rendah Rendah 
Rendah 
Rendah 
Kabupaten/Kota PDRB IPM Transportasi Fasilitas 
pendapatan 
Per kapita 
Belu                     Rendah Rendah Rendah 
Rendah 
Sedang 
Malaka                   Rendah Rendah Tinggi 
Rendah 
Rendah 
Kota Kupang              Tinggi Tinggi Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
 



